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ABSTRAK 
Salah satu upaya mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah 
warahmah dan untuk menekan angka perceraian yang terjadi di wilayah 
Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan maka Kepala KUA, Kepala Desa 
ataupun Lurah tidak serta merta memberikan surat pengantar pengajuan cerai 
talak atau cerai gugat kepada pasangan suami istri yang akan mengajukan gugatan 
ke Pengadilan Agama (PA) sebelum pasangan suami isteri tersebut mendapatkan 
mediasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan. 
Terkait dengan kebersamaan Kepala KUA dengan para tokoh masyarakat yang 
melakukan integrasi dalam upaya mediasi perceraian tersebut, maka  fokus 
masalah dalam penelitian ini adalah tentang peran Kantor Urusan Agama (KUA) 
dan tokoh masyarakat dalam mencegah kasus perceraian di Kecamatan Kamipang 
Kabupaten Katingan, pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan dan faktor-faktor yang 
menentukan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian  di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, jenis penelitian 
adalah penelitian hukum empiris. Obyek dalam penelitian adalah Integrasi 
Kewenangan Kantor Urusan Agma Dan Tokoh Masyarakat Dalam Menentukan 
keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Kecamatan Kamipangsedangkan  
Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Kamipang, Penghulu Kampung/P3N, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat 
setempat. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis bahwa Peran Kantor Urusan 
Agama  dan tokoh masyarakat dalam mencegah kasus perceraian di Kecamatan 
Kamipang Kabupaten Katingan adalah sangat maksimal bahkan Kepala KUA 
dengan tokoh masyarakat bekerjasama saling bersinergi dalam upaya 
memediasikan masyarakat yang ingin bercerai agar kembali rukun dalam 
kehidupan rumah tangganya, pada tahun 2016 ada 5  kasus pasangan suami istri 
yang berecana bercerai, 3 pasangan berhasil di damaikan dan 2 pasangan tidak 
berhasil didamaikan. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Kantor 
Urusan Agama  Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan adalah dilakukan 
secara bertahap, tahap awal mengumpulkan atau mengidentifikasi keluhan 
pemohon yang mau bercerai, selanjutnya mediator melaksanakan mediasi dengan 
memberi nasehat untuk mencari solusi damai dengan memberikan pemahaman 
kepada  suami istri tentang hak dan kewajiban masing-masing. Faktor-faktor yang 
menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan, adalah adanya itikad 
baik pasangan suami istri, lingkungan sosial yang mendukung, kepiawaian 
mediator membujuk, dan keterbukaan klien. 
Kata Kunci  : Integrasi, Kewenangan  dan Mediasi  Perceraian  
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THE AUTHORITY INTEGRATIONOF THEOFFICE OF RELIGIOUS 
AFFAIRS (KUA)ANDSOCIETY REPRESENTATIVESIN DETERMINING 
THE SUCCESS OF DIVORCE MEDIATIONIN KAMIPANG DISTRICT 
KATINGAN REGENCY 
 
ABSTRACT 
 
One of the efforts to realize the sakinahmawaddahwarahmahhousehold 
and to decrease the number of divorces in Kamipang district Katingan regency is 
the head of KUA, the head of the village, or the headman does not easily give a 
cover letter of talakor unilateral divorce petitionto husband or wife who wants to 
file a lawsuit to the Religious Court before the couple get the mediation in KUA 
Kamipang district Katingan regency. Related to the integration of the Head of 
KUA and the society representatives in the mediation, the focus of the problem in 
this research is the role of KUA and the society representatives in order to prevent 
the divorces and to mediate the couple who want to divorceand the factors that 
determine the success of divorce mediation in KUA Kamipang district Katingan 
regency. 
The research used qualitative descriptive method and the type of the 
research is empirical legal research. The object of the research was the authority 
integration of KUA andsociety representativesin determining the success of 
divorce mediation in Kamipang district and the subjects of the research were the 
head of KUA Kamipang district, the Registrar of Marriage Assistant Officer/P3N, 
the head of the village and the society representatives. 
Based on the result of the research and the analysis, the role of KUA and 
the society representatives in order to prevent the divorces in Kamipang district 
Katingan regency is extremely maximal. The head of KUA and the society 
representatives collaborate in synergy to mediate the people who want to divorce 
as an effort to reconcilethe marriage. In 2016, there were 5 cases; 3 cases were 
successful to be reconciled and 2 cases were unsuccessful. The divorce mediation 
in KUA Kamipang districtKatingan regency is done gradually. The initial stage is 
collecting or identifying the complaints of applicants who want to divorce, and 
then the mediator mediates the couple by giving advice to find a peaceful solution 
and knowledge to the husband and the wife about rights and obligations of each 
other. The factors that determine the success of the judicial mediation in divorce 
cases in KUA Kamipang district Katingan regency are the couple‟s good will, the 
supportive social environment, the mediator‟s expertise in persuading, and the 
openness of the client. 
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MOTTO 
 
 
 ب ًٗ َكَد َٔ  ِّۦِه ْۡ َأ ٍۡ ِّي ب ًٗ َكَد ْإُثَعۡثَٱف ب ًَ ِٓ ُِ ٍۡ َث َقَبمِش ُۡىتۡفِخ ٌۡ ِإ َٔ
 ٌَ بَك َ هللَّٱ ٌه ِإ 
ٓۗٓب ًَ َُُٓ ٍۡ َث ُ هللَّٱ ِكِّف َٕ ٌُ بٗذ
ََٰهِۡصإ ٓاَدٌُِرٌ ٌِإ َٓبِٓه ْۡ َأ ٍۡ ِّي
 اٗرٍِجَخ ب ً ٍِهَع٥٣  
  
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah 
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 
perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (An-Nisa : 35) 
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A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambang-kan Tidak dilambangkan 
ة ba B Be 
د ta T Te 
ث sa ṡ/ es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ha‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) 
ر kha‟ KH ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal ż/ zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز zai Z Zet 
ش sin S Es 
ظ syin SY es dan ye 
ص sad ṣ} es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ} de (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ ṭ} te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ ẓ} zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ٬ koma terbalik 
غ gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق qaf Q Qi 
ن kaf K Ka 
ل lam L El 
و mim L Em 
ٌ nun N En 
ٔ wawu W Em 
ِ ha H Ha 
ء hamzah ` Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
ٌٍدمعتي ditulis muta‟aqqidin 
حدع ditulis „iddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
خجْ ditulis Hibbah 
خٌسج ditulis Jizyah 
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 
bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang  “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ءبٍنٔلأاخيرك ditulis karāmah al-auliyā 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah 
ditulis t. 
رطفنا حبكز ditulis zakātul fiṭri 
 
D. Vokal Pendek 
 َ  Fathah ditulis a 
 َِ  Kasrah ditulis i 
 َُ  Dammah ditulis u 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis ā 
خٍهْبج Ditulis jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis Ā 
ًعطٌ Ditulis yas‟ā 
Kasrah + ya‟ mati Ditulis ī 
ىٌرك Ditulis Karīm 
Dammah + wawu mati Ditulis ū 
ضٔرف Ditulis furūd 
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Fathah + ya‟ mati Ditulis ai 
ىكٍُث Ditulis Bainakum 
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 
Apostrof 
ىتَأأ Ditulis a‟antum 
ددعأ Ditulis u‟iddat 
ىتركش ٍئن Ditulis la‟in syakartum 
 
H. Kata sandang Alif+Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
ٌأرمنا Ditulis al-Qur‟ăn 
شبٍمنا Ditulis al-Qiyăs 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
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ءبًطنا Ditulis as-Samā‟ 
صًشنا Ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
ضٔرفنا ئذ Ditulis żawi al-furūḍ 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Pada umumnya setiap pernikahan yang dilakukan oleh pasangan 
suami isteri memiliki harapan agar perkawinan mereka mencapai kebahagian, 
lahir dan batin, ruhui rahayu, sakinah, mawaddah dan warahmah sampai usia 
senja hingga maut yang memisahkan. Inilah seyogyanya harapan pasangan 
yang melangsungkan pernikahan dari semua orang, baik masyarakat kalangan 
yang berpendidikan maupun masyarakat awam, semuanya berharap bahwa 
bahtera rumah tangganya tidak terjadi keretakan dan terhindar dari masalah 
yang berdampak pada terjadinya perceraian.  
Kehidupan perkawinan yang penuh kedamaian, dimana suami-isteri 
saling melengkapi dan saling pengertian antara satu sama lain agar bisa 
tercipta suatu hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang 
menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
 1
 
Meski demikian harapan dari indahnya keinginan perkawinan, namun 
dalam Islam tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, prinsip 
kebebasan individu. Apabila keadaan rumah tangga tidak dapat dipertahankan  
                                                 
1
 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Himpunan Peraturan 
PerUndang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan 
Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001, h. 319 
2 
 
 
 
lagi, baik oleh kedua belah pihak maupun salah satu pihak, Islam 
membukakan pintu kebebasan bagi mereka yang terikat oleh perkawinan itu. 
Ketika ikatan perkawinan diputus, maka berakhirlah status pria sebagai suami 
dan wanita sebagai istri.
2
 Jika ini terjadi, maka perceraian menjadi solusi 
terbaik, meskipun itu perbuatan halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Oleh 
Karena itu Islam menganjurkan agar sebelum terjadi perceraian, harus 
melalui usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik itu melalui 
3
hakam (hakim) dari kedua belah pihak sendiri. Sebagaimana yang terdapat 
dalam QS. An Nisa ayat 35, yang berbunyi sebagai berikut:  
 
Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, 
Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan 
seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru 
damai itu) bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah 
member taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Teliti. (QS. An Nisa: 35).
4
  
Ayat al-Quran tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa suatu 
kompromi lebih disukai daripada jatuhnya keputusan untuk menentukan siapa 
yang salah dan siapa yang benar, dengan harapan untuk menyelesaikan 
perselisihan secara efektif tanpa menimbulkan ketegangan sosial. Konteksnya  
salah satu usaha perdamaian dalam mediasi, merupakan salah satu cara 
penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan mufakat atau 
                                                 
2
 Sidi Gazalba, Menghadapi Soal-soal Perkawinan, (Jakarta: Pustaka Antara), 1974, h. 
97 
3
 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, ( Jakarta: Rajawali Press), 2013, h. 
213 
4
 Q.S. An-Nisa (4): 35 
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konsensus para pihak dengan meminta satu pihak yang bersifat netral yang 
kemudian disebut sebagai mediator. Hal ini pula yang terjadi pada Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan, senantiasa 
memberikan pembinaan dan mediasi tidak hanya terhadap para calon 
penganten yang melaksanakan akad nikah di wilayah kerjanya, tetapi juga 
dalam upaya mediasi pasangan suami istri yang mengalami permasalahan 
dalam rumah tangga. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan 
rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan untuk menekan angka 
perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan 
sebagai langkah dalam merespon pengaduan masyarakat baik masalah 
keagamaan maupun permasalahan-permasalahan rumah tangga yang tidak 
dapat diselesaikan di Desa, menekankan kepada setiap Kepala Desa ataupun 
Lurah agar tidak memberikan surat pengantar pengajuan cerai talak atau cerai 
gugat kepada pasangan suami istri yang akan mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Agama (PA) sebelum pasangan suami istri tersebut mendapatkan 
mediasi oleh BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten 
Katingan.  
Gambaran dari di atas berdasarkan pengamatan peneliti bahwa ada 
beberapa pasangan suami-isteri yag rumah tangganya tidak harmonis dan 
ingin meminta rekomendasi bercerai dengan pihak desa, namun karena 
adanya kerjasama intergrasi mediasi antara pihak aparat desa dengan para 
tokoh masyarakat Desa Kamipang. Selanjutnya setelah diadakan mediasi 
tersebut akhirnya kedua belah pihak ada yang bersepakat untuk islah kembali 
4 
 
 
 
dan menata rumah tangganya, sehingga menjadi rumah tangga yang kekal dan 
bahagia dan ada pula yang tidak berhasil di damaikan dalam mediasi. Dari 
semua pelaksanaan proses mediasi yang dilakukan secara intergrasi tersebut 
oleh pihak KUA dibuat berita acara hasil mediasi.  
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti secara 
mendalam pelaksanaan mediasi oleh kewenangan integrasi para mediator 
dengan judul: “Integrasi Kewenangan Kantor Urusan Agama dan Tokoh 
Masyarakat dalam  Menentukan Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di 
Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan”.  
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahannya yaitu: 
1. Bagaimana wewenang Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh 
masyarakat dalam mencegah kasus perceraian di Kecamatan Kamipang 
Kabupaten Katingan? 
2. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan? 
3. Apakah yang menjadi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan 
mediasi dalam perkara perceraian  di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Kamipang Kabupaten Katingan? 
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C. Tujuan Penelitian  
Sebuah penelitian  pasti ada suatu tujuan yang hendak dicapai sesuai 
dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka dalam penelitian ini 
bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui wewenang Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh 
masyarakat dalam mencegah kasus perceraian di Kecamatan Kamipang 
Kabupaten Katingan? 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan. 
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menentukan 
keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan.  
D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dalam penelitian dibedakan menjadi dua yaitu:  
1. Secara teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum 
terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat 
menentukan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 
penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang. 
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2. Secara praktis 
a. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 
dalam bidang ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan faktor-
faktor yang menentukan keberhasilan mediasi dalam perkara 
perceraian. 
b. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten 
Katingan, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi kerangka 
acuan bagi mediator dalam menangani proses mediasi khususnya 
perkara perceraian agar bisa berakhir dengan damai. 
c. Bagi pihak-pihak yang berperkara diharapkan agar para pihak 
berperkara yang melakukan mediasi dapat lebih mengerti makna dan 
tujuan mediasi yang sebenarnya, sehingga tidak lagi memperpanjang 
perkaranya di Pengadilan Agama dan agar berakhir dengan damai. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI DAN KONSEP 
 
A. Kajian Teori 
1. Teori Integrasi 
a. Pengertian Integrasi 
Integrasi berasal dari bahasa inggris “integration” yang berarti 
keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di 
antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat 
sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memilki 
keserasian fungsi. Istilah integrasi nasional berasal dari dua kata yaitu 
integrasi dan nasional. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau 
penyatuan dari unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh 
atau bulat. Istilah nasional mempunyai pengertian kebangsaan, bersifat 
bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa seperti cita-cita nasional, tarian 
nasional, perusahaan nasional.
5
 
Proses integrasi sendiri melalui beberapa tahapan diantaranya: 
Integrasi interpersonal yaitu taraf ketergantungan antar pribadi, Integrasi 
sosial yaitu taraf ketergantungan antara unsur-unsur sosial ekonomi, dan 
Integrasi budaya yaitu ketergantungan fungsional dari unsur-unsur 
kebudayaan.
6
 Dalam kamus Sosiologi, Soekanto mengartikan integrasi 
sebagai pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu 
sistem sosial. Istilah Integrasi berasal dari kata latin Integrare yang 
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6
 Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h. 157-158 
  
 
berarti member tempat dalam suatu keseluruhan, dari kata kerja itu 
dibentuk kata benda integritas yang memiliki arti keutuhan atau 
kebulatan yang diambil dari kata yang sama yakni yang dibentuk kata 
sifat integer yang berarti utuh maka, istilah integrasi berarti membuat 
unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.
7
 
Landecker membedakan tipe-tipe integrasi menjadi empat yakni: 
Integrasi budaya atau konsisten diantara standar budaya, Integrasi 
normatif atau konsistensi antara standar budaya dan tingkah laku 
masyarakat, Integrasi komunikatif atau adanya jaringan komunikasi yang 
sesuai dengan sistem sosial, Integrasi fungsional atau tingkatan yang 
disana ada hubungan kebebasan di antara unit-unit dari sistem pembagian 
tenaga kerja.
8
 
Sehingga integrasi memiliki makna dibangunnya interdepensi 
yang lebih erat antara bagian-bagian dari anggota dalam masyarakat atau 
organisme hidup atau dengan kata lain integrasi adalah proses 
mempersatukan masyarakat yang cenderung membuatnya menjadi suatu 
kata harmonis yang didasarkan pada tatanan anggota-anggotanya 
dianggap sama harmonisnya. 
b. Integrasi Sosial 
Dalam teori fungsional struktural, sistem sosial terintegrasi 
berlandas pada dua hal yakni: Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi 
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diatas tumbuhnya konsensus diantara sebagian besar anggota masyarakat 
akan nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat universal, dan masyarakat 
terintegrasi juga karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi 
anggota berbagai kesatuan sosial yang berfungsi menetralisir konflik 
yang terjadi dari sebab adanya loyalitas ganda.
9
 Wirth menjelaskan 
bahwa untuk mencapai persatuan, integrasi, mufakat ataupun kebulatan 
pada masyarakat maka menurutnya alat-alat komunikasi sebagai satu-
satunya faktor penyebab kemufakatan tersebut; 
Mufakat tidak hanya didukung dan dijaga oleh ikatan saling 
bergantung dan oleh sebuah dasar budaya umum tetapi oleh 
jaringan institusi yang memasukkan tradisi yang telah ada  
dalam masyarakat dan nilai-nilai standar serta norma dimana 
mereka dapat menentukan dan mengimplementasikan, tidak 
hanya oleh faktor hidup bersama dan saling tergantung, tetapi 
juga oleh kelanjutan arus komunikasi massa yang sesuai 
dengan hadirnya atau adanya beberapa bentuk masyarakat 
pendahulu yang mengikat masyarakat tersebut untuk hidup 
bersama dan mengerahkan kepada kegiatan yang 
berkelanjutan.
10
 
Geertz juga menyatakan bahwa aspek-aspek kebudayaan 
primordial dalam kebudayaan Jawa masih bertahan pada masa kini dan 
berkembangnya kebudayaan nasional sebagai faktor yang ikut 
mewujudkan integrasi sosial. Menurut Durkheim, integrasi sosial itu 
sering diidentikkan  dengan istilah solidaritas sosial yang 
diklasifikasikannya menjadi dua yakni solidaritas organik dan mekanik;
11
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1) Solidaritas mekanik, didasarkan pada kesadaran pada suatu 
“kesadaran kolektif” bersama yang menunjuk pada totalitas 
kepercayaan-kepercayaan dan sentiment bersama yang rata-rata ada 
pada warga masyarakat yang sama. Solidaritas semacam ini 
tergantung pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang 
sama dan menganut kepercayaan dan pola normatif yang sama pula. 
2) Solidaritas organik muncul karena pembagian kerja bertambah besar 
solidaritas ini didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang 
tinggi. 
Dalam teorinya Parsons menganalogikan perubahan sosial dalam 
masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Komponen 
utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons 
berpendapat bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan 
subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan 
makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika 
masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan 
kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan 
hidupnya. Dapat dikatakan, Parsons termasuk dalam golongan yang 
memandang optimis sebuah proses perubahan.
12
 
Tonnies menyebutkan bahwa integritas, kebersamaan dikalangan 
para anggota dipersatukan dan disemangati oleh karena adanya ikatan 
persaudaraan, simpati dan perasaan lainnya. Beliau menyatakan bahwa 
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semua persekutuan hidup yang dinamakan Gemeinschaftitu keluarga, 
oleh karenanya ketiga soko guru yang menyokong Gemeinschaft Dianta 
ranya; Darah Gemeinschaft by blood seperti; keluarga, kelompok 
kerabat. Tempat tinggal atau tanah Gemeinschaft of place, dan Jiwa atau 
rasa kekerabatan, ketetanggaan dan persahabatan Gemeinschaft of 
mind.
13
 
Gemeinschaft sering dipahami sebagai perjanjian atau kontrak, 
dalam tipe ini kebersamaan dan integrasi berasal dari faktor-faktor 
lahiriah, seperti persetujuan, peraturan, undang-undang dan lain 
sebagainya, sehingga kepentingan dari tiap individu lebih menonjol 
dibandingkan dengan tipe Gemeinschaft yang mampu membentuk suatu 
kesatuan hidup yang memiliki unsur kesatuan dan kolektivitas lebih 
menonjol. Karena Gemeinschaft bentuk kehidupan bersama dimana 
anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat 
alamiah dan kekal.  
Integrasi sosial memang persoalan menarik dan penting, 
setidaknya teori-teori sosial mengenai integrasi, akselerator faktor 
integrasi sosial menjelaskan masyarakat yang berkembang dipedesaan 
maupun perkotaan. Desa adalah sebuah pengertian sosial atau konsep 
yang merujuk pada orang-orang atau sekumpulan individu yang saling 
berhubungan antara satu sama lain yang tinggal di suatu tempat di luar 
daerah perkotaan. Hubungan sosial masyarakat pedesaan biasanya 
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didasarkan pada kekuatan ikatan tali persaudaraan, kekeluargaan dan 
ikatan perasaan secara psikologis. Hubungan-hubungan sosial pedesaan 
mencerminkan kesatuan-kesatuan kelompok yang didasari hubungan 
kekerabatan atau garis keturunan.
14
 
Integrasi merupakan salah satu topik menarik untuk dikaji, untuk 
menjelaskan bagaimana berbagai elemen masyarakat menjaga kesatuan 
dan terintegrasi satu dengan yang lain. Hakikat integrasi dalam 
lingkungan komunikasi terjadimelalui cara membangun solidaritas sosial 
dalam kelompok atau pun golongan dalam islam dan dapat menjalani 
kehidupan dalam kebersamaan. Dan integrasi sosial mengacu pada suatu 
keadaan dalam masyarakat dimana orang-orang saling berhubungan. 
Masyarakat sebagai suatu tatanan sistem yang komplek dalam berbagai 
kebutuhan memberi ruang bagi terciptanya integrasi sosial bagi 
kelangsungan hidup anggota masyarakat itu sendiri.  
Integrasi soial tercipta dalam masyarakat karena rasa solidaritas 
sosial. Solidaritas sosial diperlukan dalam masyarakat pluralisme agama. 
Solidaritas sosial ini akan mengarah pada  fungsionalisme stuktural yang 
merupakan teori konsensus, yang dipelopori Herbet Spencer, Emile 
Durkheim, Bronislaw Malinowski, Redcliffe Brown, Talcott Parsons dan  
Robert K Merton. Tapi di penelitian ini Peneliti fokus pada teori yang 
dikemukakan Talcott Parsons tentang funsionalisme struktural. 
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2. Teori Kewenangan 
a. Pengertian Kewenangan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang 
disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan 
kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah 
dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.
15
 Menurut 
H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum 
organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-
aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-
wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan 
hukum publik.
16
 
Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak 
sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk 
berbuat dan tidak berbuat.Wewenang sekaligus berarti hak dan 
kewajiban.
17
 Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan 
wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan 
yang berlaku, dengan demikiankewenangan juga menyangkut 
kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-
kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang 
dimiliki oleh pejabat atau institusi. 
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Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian 
hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya 
kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek 
menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum 
administrasi negara.
18
 Berdasarkan definisi kewenangan menurut para 
ahli diatas, Peneliti berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu 
hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak 
menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
b. Sumber Kewenangan 
Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara 
atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai 
berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian 
wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang 
pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu 
wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah 
memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada 
Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului 
oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi 
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suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari 
Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.
19
 
Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan 
pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. 
Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, 
dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui 
pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan 
kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari 
pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat 
perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai 
prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada 
organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, 
dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris.  
Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, 
kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas 
”contrarius actus”. Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu 
peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang 
menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang 
setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan 
dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun 
tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap 
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saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang 
dilimpahkan itu.
20
 
Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan 
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang 
mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk 
melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak 
lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan 
untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum 
administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari 
peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, 
delegasi dan mandat.
21
 
Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru 
oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi 
kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian 
kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada 
puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga 
negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan 
dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini 
dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.
22
 
Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang 
pemerintahan dibedakan : Original legislator, dalam hal ini di tingkat 
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pusat adalah Kementrian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya 
ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 
tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Kementrian Agama. Pada 
tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 
tentang pencatatan, nikah, talak, dan rujuk, jabatan kepenghuluan dan 
kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat Raad Agama, yang 
semula terangkap fungsinya oleh penghulu, setelah diberlakukanya 
undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementrian Agama. 
Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, 
stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan 
Sekutu tidak rela Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan: 
Pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948. 
Kabinet yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur 
pendek, karena silih bergantinya kabinet system parlementer. 
Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya 
pada tanggal 3 Januari 1946 yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah 
No. 1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan 
tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi 
landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan 
dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, 
  
 
mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan 
material dan spiritualnya.  
Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan 
Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan 
Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan 
Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang 
dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan 
Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang 
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam 
dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA 
Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaanya, 
karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari 
struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan. 
Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah 
ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh 
wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata 
usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya 
suatu atribusi wewenang.
23
 Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 
Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
Pasal 93 (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh 
                                                 
23
 Ibid. h. 104-105. 
  
 
Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan (2) Pejabat struktural 
eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang 
bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat 
dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh 
Menteri yang bersangkutan.
24
 
Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, 
berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris 
menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum 
Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk 
melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan 
oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. 
Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ 
pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan 
perundang-undangan, yaitu dari redaksi Pasal-Pasal tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang 
baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab 
intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya 
berada pada penerima wewenang (atributaris).
25
 
3. Teori Mediasi 
Mediasi merupakan adopsi dari bahasa latin mediare yang berarti 
berada di tengah.
26
 Pengertian ini lebih mengarah kepada fungsi dan 
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 peranan mediator yakni sebagai penengah antara dua orang atau lebih 
yang saling bersengketa, oleh sebab itu, mediator harus mampu menjaga 
independensi serta menjaga keberpihakan kepada salah satu pihak agar 
menumbuhkan kepercayaan antara para pihak yang bersengketa. Dalam 
pengertian lain, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui cara 
perundingan/musyawarah mufakat para pihak dengan bantuan pihak 
netral (mediator) yang tidak memiliki kewenangan memutus dengan 
tujuan menghasilkan kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketa. 
27
 
Ramadi Usman mendefinisikan kata mediasi berasal dari bahasa 
Inggris “mediation” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan 
pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara 
menengahi, sedangkan orang yang menengahi disebut mediator atau 
orang yang menjadi penengah.
28
 Soesilo Prajogo dalam Kamus Hukum 
Internasional dan Indonesia menjelaskan bahwa mediasi adalah proses 
penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak 
ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang 
bersengketa. Keberhasilan proses mediasi biasanya lebih banyak 
ditentukan oleh kemampuan berdiplomasi, kecakapan dalam memberikan  
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usulan-usulan yang bersifat tidak memihak, kualitas serta netralitas pihak 
yang diminta untuk menjadi penengah.
29
 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai 
proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu 
perselisihan sebagai penasehat.
30
 Pengertian ini, menurut Syahrizal 
Abbas mengandung tiga unsur. Pertama, mediasi merupakan suatu 
proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua 
pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa 
adalah pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, 
pihak yang terlibat dalam penyelesaiaan sengketa tersebut bertindak 
sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam 
pengambilan keputusan.
31
 
Pengertian mediasi juga dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 6 
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 yang menyatakan 
bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 
para pihak dengan dibantu oleh mediator.
32
 Sedangkan dalam aturan 
perundang-undangan yang baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 
yakni Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan, pada Pasal 1 butir 7 disebutkan bahwa mediasi 
adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 
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memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
33
 
Gary Goodpaster dalam bukunya menyatakan bahwa mediasi adalah 
proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak 
memihak/impartial dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa 
untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan 
memuaskan (perdamaian).
34
 
Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan pengertian 
mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 
mediator.
35
 Untuk mengerti secara komprehensif mengenai mediasi, 
menurut Siddiki perlu dipahami tentang 3 (tiga) aspek dari mediasi 
sebagai berikut:
36
 
a. Aspek Urgensi/Motivasi 
Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak 
yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya 
dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang 
selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara 
kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi 
adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. 
Pihak pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk 
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mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu 
yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu 
biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka 
mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak pihak yang 
berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk 
menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak 
yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian 
antara mereka. 
b. Aspek Prinsip 
Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) 
PERMA Nomor 01 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, 
mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian 
perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi 
menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR 
dan atau Pasal 154 Rbg. yang mengakibatkan putusan batal demi 
hukum. Artinya, semua perkara yang masuk ke pengadilan tingkat 
pertama tidak mungkin melewatkan acara mediasi. Karena apabila hal 
ini terjadi resikonya akan fatal. 
c. Aspek Substansi 
Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang 
harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. 
Substansi mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sunggguh-
sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu 
  
 
tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. 
Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, 
tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan 
oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah 
merupakan upaya pihak-pihak yang perperkara untuk berdamai demi 
kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan Pengadilan 
atau hakim, juga bukan kepentingan mediator. Sehingga dengan 
demikiaan segala biaya yang timbul karena proses mediasi ini 
ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara. 
Dalam kamus istilah hukum terdapat pengertian mediasi yang 
berbeda, begitu pula para ahli hukum memberikan pengertian yang 
berbeda-beda. Untuk memudahkan dalam memahami pengertian 
mediasi, Peneliti berpendapat bahwa untuk kemudahan dalam 
memahami mediasi dapat dilakukan dengan mengetahui unsur-unsur 
yang terdapat. 
d. Landasan Hukum Mediasi 
Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan al-Shulh. Secara 
bahasa artinya qath al-niza‟ yakni menyelesaikan pertengkaran. 
Pengertian dari al-Shulh sendiri adalah:
37
 Praktik al-Shulh sudah 
dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Dengan berbagai 
bentuk. Untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar,  
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antara kaum muslim dengan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan 
pihak lain yang sedang berselisih. Al-Shulh menjadi metode untuk 
mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih 
tanpa dilakukan proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuan utamanya 
adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan 
atas jalan keluar akan konflik yang terjadi. Karena asasnya adalah 
kerelaan semua pihak. 
Imam Syafi‟i meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkaitan 
dengan kasus putri Muhammad Ibn Malamah yang akan dicerai oleh 
suaminya, lalu dia bermohon agar tidak dicerai dan rela dengan apa 
saja yang ditetapkan suaminya. Mereka berdamai dan turunlah ayat 
ini.
38
 
Tafsir ayat ini juga ada dalam kitab Shahih al-Bukhari. 
Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wanita yang takut akan 
nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya adalah wanita yang 
suaminya tidak lagi ada keinginan terhadapnya, yaitu hendak 
menceraikannya dan ingin menikah dengan wanita lain. Lalu si wanita 
(isterinya) berkata kepada suaminya: “Pertahankanlah diriku dan 
jangan engkau ceraikan. Silakan engkau menikah lagi dengan wanita 
lain, engkau terbebas dari nafkah dan kebutuhan untukku.” Maka 
firman Allah dalam ayat tersebut: Maka tidak mengapa bagi keduanya 
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mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian 
itu lebih baik (bagi mereka). 
Dari sebab turunnya ayat ini, peneliti berpendapat bahwa 
Saudah saat itu melakukan upaya perdamaian ketika ia khawatir akan 
terjadi perceraian. Ia berupaya mempertahankan keutuhan rumah 
tangganya dengan merelakan jatah harinya diberikan kepada Aisyah, 
isteri Rasulullah saw. „Aisyah. Dalam hal ini, memang tidak ada pihak 
ketiga sebagai mediator. Namun apa yang dilakukan Saudah adalah 
bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang kemudian ditegaskan 
dalam syariat Islam dengan diturunkannya QS an-Nisa ayat 128 
tersebut.  
Kemudian dasar hukum mediasi berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan seperti dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Dalam 
pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, ketua Majelis Hakim 
diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang 
berperkara. Tawaran perdamaian dapat diusahakan sepanjang 
pemeriksaan perkara sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. 
Perdamaian ditawarkan bukan hanya pada sidang hari pertama, 
melainkan juga pada setiap kali sidang. Hal ini sesuai dengan sifat 
perkara bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak, karenanya 
pihakpihak juga yang dapat mengakhirinya secara damai melalui 
perantaraan majelis hakim di muka sidang pengadilan. Menurut 
  
 
ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 
pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk upaya penyelesaian 
perkara pedata secara perdamaian. 
Di dalam Hukum Perdata (BW) juga mengatur masalah 
perdamaian ini, diantaranya Pasal 1851 BW tentang perdamaian 
mempunyai definisi Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan 
mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau 
menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang 
bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam Pasal 
lain juga dijelaskan tentang perdamaian Pasal 1853 BW perdamaian 
yang menjelaskan tentang kepentingan keperdataan yang terbit dari 
suatu kejahatan atau pelanggaran, dapat diadakan perdamaian.” 
Dalam Pasal 202 BW tentang pembubaran perkawinan juga 
menjelaskan perdamaian yaitu “…pengadilan negeri harus 
memerintahkan kedua suami isteri, supaya bersama-sama dan dengan 
diri sendiri, menghadap di muka seorang anggota atau lebih dari 
pengadilan, yang mana nanti akan mencoba memperdamaikan kedua 
belah pihak.” Dan juga Pasal yang membahas hal sama yaitu Pasal 
203 BW tentang pembubaran perkawinan yang menjelaskan 
“…sementara itu pengadilan leluasa, setelah selesainya pemeriksaan, 
mempertangguhkan putusnya selama enam bulan, jika kiranya 
  
 
nampak olehnya kemungkinan-kemungkinan akan masih tercapainya 
perdamaian.” 
e. Manfaat Menempuh Upaya Mediasi 
Manfaat dan keuntungan menempuh upaya mediasi lebih besar 
apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui proses 
litigasi yang cenderung berbelit-belit dan rumit, sehingga mediasi 
mampu memberikan alternatif pilihan penyelesaian sengketa dengan 
proses yang cepat, sederhana dan biaya ringan, penyeleseian bersifat 
informal, yang menyeleseikan sengketa adalah pihak sendiri, tidak 
perlu aturan pembuktian, proses penyeleseian bersifat konfidensial, 
hubungan para pihak bersifat kooperatif, hasil yang dituju adalah 
sama-sama menang (win-win solution).
39
  Christopher W. Moore 
menyebutkan beberapa keuntungan yang dapat didapatkan dari hasil 
mediasi, antara lain:
40
  
1) Keputusan yang hemat, hal ini disebabkan karena mediasi 
membutuhkan biaya yang relative lebih ringan dan lebih murah 
dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk 
melakukan litigasi yang berlarutlarut. 
2) Penyelesaian secara cepat, pada saat perkara dimungkinkan akan 
selesai dalam kurun waktu selama 1 tahun untuk disidangkan di 
pengadilan dan akan memakan waktu bertahun-tahun lamanya 
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apabila perkara tersebut naik banding, maka pilihan untuk 
melakukan mediasi dapat menjadi pilihan utama dalam 
penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak atau 
lebih karena mediasi menjadi salah satu cara sigkat dan tepat dalam 
menyelesaikan sengketa. 
3) Hasil yang memuaskan bagi semua pihak, para pihak yang 
bersengketa pada biasanya akan jauh lebih puas dengan jalan 
keluar penyelesaian sengketa kedua belah pihak atau lebih dengan 
hasil kesepakatan dan persetujuan bersama daripada harus 
menyetujui jalan keluar yang sudah diputuskan oleh hakim. 
4) Kesepakatan-kesepakatan Komprehensif dan customized, 
penyelesaian – penyelesaian sengketa melalui cara mediasi bisa 
menyelesaikan masalah hukum maupun di luar hukum, 
kesepakatan melaui mediasi sering kali mampu mencakup masalah-
masalah prosedural dan psikologis yang tidak mungkin dapat 
diselesaikan melalui jalur hukum. 
5) Praktek dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara 
kreatif. Kompenen pendidikan yang terkandung dalam proses 
mediasi sangat berbeda dengan prosedur-prosedur penyelesaian 
sengketa yang secara eksklusif berorientasi pada hasil keputusan, 
sehingga mediasi mampu mengajarkan orang mengenai teknik-
teknik penyelesaian masalah secara praktis yang dapat digunakan 
untuk menyelesaikan sengketa pada masa akan datang. 
  
 
6) Tingkat pengendalian yang lebih besar dan hasil yang bisa diduga. 
Pihakpihak yang menegosiasikan sendiri pilihan penyelesaian 
sengketa mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap hasil-hasil 
sengketa, keuntungan dan kerugian akan mudah diperkirakan 
dalam suatu proses penyelesaian masalah melalui mediasi daripada 
melaui proses pengadilan. 
7) Pemberdayaan individu. Negosiasi-negosiasi melalui mediasi bias 
merupakan sebuah forum untuk mempelajari dan mempergunakan 
kekuatan atau pengaruh pribadi. 
8) Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri 
hubungan dengan cara yang lebih ramah. Banyak sengketa terjadi 
dalam hubungan yang akan berkelanjutan pada masa yang akan 
datang, sehingga penyelesaian sengketa melalui mediasi 
diharapkan dapat mempertahankan sebuah hubungan baik, yang 
mempunyai arti bahwa penyelesaian sengketa tidak harus 
dilakukan dengan prosedur menang-kalah, namun mediasi mampu 
menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih halus. 
9) Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu. Penyelesaian 
sengketa melalui mediasi cenderung akan bertahan sepanjang 
zaman, apabila akibat-akibat sengketa muncul kemudian, maka 
para pihak akan menyelesaikan dengan sebuah forum kerjasama 
guna mencari jalan tengah. 
  
 
10) Kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil 
kompromi atau prosedur menang-kalah. Hasil yang dihasilkan 
dari proses mediasi mampu memberikan kepuasan kepada para 
pihak yang bersengketa. 
Selain yang disebutkan di atas, keuntungan menggunakan 
mediasi lainnya adalah proses cepat acaranya cepat, kerahasian 
terjamin, biaya yang ditimbulkan tidak mahal, lebih memberikan rasa 
keadilan bagi para pihak dan berhasil baik dalam penyelesaian 
masalah tanpa masalah.
41
 Jika semua elemen masyarakat sadar akan 
kebutuhan kedamaian dan keamanan, serta berusaha mengadakan 
usaha berdamai (mediasi) antara orang-orang yang berperkara tidak 
akan ada bentrokan dan konflik antara orang-orang, yang mana akan 
menghasilkan kebaikan dan kesejahteraan di dalam masyarakat.
42
 
f. Macam-Macam Mediator 
Mediator merupakan bagian yang sangat penting dalam 
mediasi, mediator berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak 
dengan segala daya dan upaya yang dimiliki, sehingga hal itu 
menimbulkan karakteristik dari tiap-tiap mediator sebagai refleksi 
daya dan upaya yang dia miliki. Profesionalisme hakim mediator 
menjadi indikator penting terhadap keberhasilan proses mediasi, 
meskipun berkedudukan sebagai mediator, hakim yang ditetapkan 
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sebagai hakim mediator tetap berpedoman pada prinsip Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH), khususnya pada butir 10 angka 4 
(KE-PPH), yaitu professional. Professional dalam konteks ini 
dimaknai sebagai suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk 
melaksanakan pekerjaan sebagai mediator dengan kesungguhan, yang 
didukung dengan keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan 
wawasan luas.
43
 Secara umum, karakter mediator dapat dibagi sebagai 
berikut: 
1) Mediator Otoritatif 
Mediator yang memiliki tipe seperti ini memiliki 
kewenangan yang sangat besar dalam mengontrol dan memimpin 
antar pihak, pertemuan antar pihak yang bersengketa sangat 
bergantung kepada mediator, dia juga dapat menghentikan 
pertemuan antarpihak apabila dirasa bahwa pertemuan itu dirasa 
sudah tidak efektif tanpa meminta pertimbangan para pihak, 
sehingga para pihak sangat terbatas dalam mencari solusi dan 
merumuskan penyelesaian yang sedang mereka hadapi. 
 Mediator tipe ini lebih banyak mengajukan pertanyaan 
kepada para pihak seputar akar permasalahan yang sedang 
dihadapi, namun tidak banyak mendengarkan cerita dari para 
pihak, melainkan lebih aktif menggali informasi, sehingga dapat 
mempercepat penyelesaian sengketa dan tidak berlarut-larut 
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karena cukup aktif dalam menggali informasi. Mediator jenis ini 
aktif menawarkan solusi, namun tindakan ini berpeluang untuk 
gagalnya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi karena para 
pihak terkesan tidak bebas dalam merumuskan opsi bagi 
penyelesaian sengketa mereka.
44
  
2) Mediator Sosial Network 
Adalah tipe mediator dimana dia memiliki social network 
yang luas untuk mendukung dalam penyelesaian sengketa, 
mediator ini memiliki hubungan dengan sejumlah kelompok 
sosial di masyarakat yang bertugas membantu menyelesaikan 
sengketa. Dalam menjalankan tugas mediasi, mediator dengan 
tipe seperti ini lebih menekankan bagaimana para pihak 
menyelesaiakan sengketa dengan jaringan sosial yang ada. 
Dia mengarahkan sengketa yang dia tangani kepada pola-
pola penyelesaian sengketa yang ia peroleh ketika bergabung 
dalam kelompok sosial, model mediator seperti ini mempunyai 
peranan penting terutama ketika mediasi menemuai jalan buntu, 
jaringan sosial yang ia miliki mampu memudahkan dalam proses 
mediasi yang sedang berlangsung.
45
 
3) Mediator Independen 
Mediator jenis ini tidak memiliki ikatan dengan lembaga 
sosial dan institusi apapun dlam menyelesaikan sengketa, 
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mediator ini berasal dari masyarakat yang memiliki kapasitas dan 
skil dalam meyelesaiakna sengketa yang ditunjuk oleh para pihak 
untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi, dia sangat 
bebas dari pengaruh manapun, sehingga dia bebas dan leluasa 
dalam menjalankan proses mediasi.
46
 
Independensi yang dimiliki oleh mediator tidak hanya 
terbatas dari sisi lembaga dan kebaradaanya dalam masyarakat, 
namun juga dalam menjembatani, menegosiasi dan menjari solusi 
bagi penyelesaian sengketa, maka dia harus mampu menjaga 
imparsialitas dan netralitas dari pengaruh manapun termasuk dari 
para pihak. 
g. Peran Mediator 
Peran mediator dalam proses mediasi adalah sebagai penengah 
yang menengahi suatu sengketa yang dihadapi oleh para pihak serta 
membantu para pihak untuk menyelesaikannya. Seorang mediator 
juga diharapkan dapat merumuskan berbagai pilihan penyelesaian 
sengketa yang dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak, 
setidaknya pera utama seorang mediator adalah mempertemukan 
kepentingan yang saling berbeda antara para pihak agar mencapai titik 
temu yang dapat dijadikan sebagai titik temu penyelesaian maslah 
yang sedang dihadapi.
47
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Oleh sebab itu, mediator tidak hanya bertindak sebagai 
penengah dalam penyelenggaraan dan memimpin diskusi saja, 
melainkan harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian 
sengketanya. Dalam berbagai peran yang dimiliki mediator, dia 
diharapkan mampu melaksanakan perannya untuk menganalisis dan 
mendiagnosis suatu sengketa yang ada. kemudian mendesain serta 
mengendalikan proses mediasi untuk menentukan para pihak guna 
mencapai kesepakatan yang sehat. Mediator menjadi katalisator untuk 
mendorong timbulnya suasana yang konstruktif dalam diskusi, maka 
dalam hal ini mediator berperan membantu pihak-pihak dalam 
pertukaran informasi dan proses tawar-menawar.  
h. Kewenangan dan Tugas Mediator 
Mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas dalam 
menjalankan proses mediasi. Kewenangan dan tugas mediator 
terfokus dalam upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi. 
Mediator diberi kewenangan oleh para pihak untuk melakukan 
tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sedang berjalan 
sebagaimana mestinya. Ia juga dibekali dengan sejumlah tugas yang 
harus dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir proses mediasi. 
Adapun kewenangan mediator adalah sebagai berikut: 
1) Mengontrol Proses dan Aturan Dasar  
Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal hingga 
akhir. Mediator memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu 
  
 
pihak melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah 
kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu 
menawarkan sejumlah solusi dan penyelesaian sengketa.
48
 Dalam 
hal ini mediator harus cermat mengawasi langkah kegiatan para 
pihak, dan berusaha maksimal menegakkan aturan mediasi yang 
telah disepakati bersama. 
2) Mempertahankan Struktur Dan Momentum Dalam Negosiasi 
Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan 
momentum dalam negosiasi. Karena pada dasarnya, berhasil atau 
tidaknya suatu sengketa yang diselesaikan melalui negosiasi sangat 
dipengaruhi oleh ketepatan memilih teknik negosiasi dan 
pemahaman terhadap prinsipprinsip umum negosiasi, serta 
langkah-langkah yang harus dilakukan untuk setiap tahap 
negosiasi.
49
 Dalam hal ini mediator harus mampu menjaga dan 
mempertahankan struktur negosiasi tersebut. Mediator selalu 
mendampingi para pihak, agar dalam pembicaraan dan negosiasi 
mereka tidak keluar dari struktur yang telah dibangun bersama.
50
 
3) Mengakhiri Proses Bila Mana Mediasi Tidak Produktif Lagi 
Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara 
waktu atau penghentian selamanya (mediasi gagal). Ada dua 
pertimbangan penghentian mediasi yang dilakukan oleh mediator. 
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Pertama, ia menghentikan proses mediasi sementara waktu, guna 
memberikan kesempatan kepada para pihak memikirkan kembali 
tawar-menawar kepentingan dalam penyelesaian sengketa. Kedua, 
mediator menghentikan proses mediasi dengan pertimbangan 
hampir dapat dipastikan tidak ada cela yang mungkin dimasuki 
utuk diajak negosiasi dari kedua belah pihak.
51
 
Disamping itu, mediator juga memiliki tugas-tugas 
sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 Perma No. 1 tahun 
2008 yakni: 
a) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwa pertemuan 
mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. 
b) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung 
berperan dalam proses mediasi. 
c) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus 
(pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa 
dihadiri oleh pihak lainnya).
52
 
d) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan 
menggali kepentigan mereka dan mencari berbagai pilihan 
penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
53
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i. Mediasi Menurut Hukum Islam 
Islam adalah agama yang mengajarkan teologi anti-
kekerasan dan menyerukan kedamaian, yakni rahmatan li al-
'alamin, atau kasih sayang bagi semesta alam. Malah di dalam Al-
Qur'an dijelaskan panduan praktis untuk mengelola perdamaian. 
Pertama, kita diperintahkan untuk saling menjaga dan mempererat 
tali persaudaraan sebagaimana dalam al-Qur‟an Surah al-Hujurat 
ayat 10; 
 
 
Artinya: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. 
sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara 
kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, 
supaya kamu mendapat rahmat.
54
 
Benang merah yang bisa kita tarik dari perintah ini adalah 
untuk mewujudkan perdamaian, semua orang harus merasa 
bersaudara. Jika kita sudah merasa bersaudara, baik persaudaraan 
seagama, sebangsa, senegara, dan persaudaraan sesama manusia, 
maka tatanan hidup damai pasti akan terwujud. Kedua, kita 
dilarang untuk mencela, mengolok-olok dan merendahkan orang 
lain, sebagaimana dalam al-Qur‟an Surah al-Hujurat ayat 11; 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan 
orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh 
Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan 
jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 
kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih 
baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan 
jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung 
ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) 
yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak 
bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.
55
 
Perbuatan mencela, mengolok-olok dan merendahkan orang 
lain bias menimbulkan konflik di antara masyarakat. Tampak jelas 
dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an itu bahwa kita hendaknya tidak 
merendahkan sesame manusia. Karena setiap manusia di bumi ini 
memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Perbedaan itu 
seharusnya disadari agar tidak menimbulkan kekerasan, konflik, 
permusuhan, dan sebagainya, yang dapat merusak kedamaian dan 
perdamaian. Ketiga, semua orang diperintahkan untuk menjauhi 
dan tidak menebar prasangka, mencari-cari kesalahan, dan 
mengunjing orang lain dalam masyarakat. Perbuatan ini dilarang 
oleh Islam, karena bisa menyebabkan kecemburuan dan 
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ketidakpuasan di antara masyarakat. Jika demikian, maka 
kedamaian dan perdamaian mustahil akan tewujud. 
Masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyerukan 
perdamaian. Bahkan hampir semua ayat Al-Qur'an senada dengan 
prinsi-prinsip di atas. Ada pesan tersendiri dari aksentuasi Al-
Qur'an terhadap teologi antikekerasan itu, yaitu sebuah cita-cita 
luhur dan mulia untuk menciptakan tatanan masyarakat yang 
damai, adil, dan harmonis.
56
 
Istilah mediasi dalam Islam disebut dengan Sulhu, yang 
berasal dari bahasa Arab yaitu al-sulhu yang berarti memutus 
perselisihan. 
57
 Menurut Sayyid Sabiq, sulhu adalah suatu bentuk 
akad untuk nengakhiri perselisihan antara dua orang yang 
berlawanan. Masing-masing pihak pelaku akad dinamakan musalih, 
persoalan perselisihan dinamakan musalah 'anhu, dan hal yang 
diberlakukan dalam solusi perselisihan itu dinamakan musalah 
'alaihi.
58
 Tentang dasar hukum sulhu ini terdapat dapat dipahami di 
dalam al-Qur'an, yaitu Surat al-Hujurat ayat 9, juga hadis Nabi 
yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi: 
 ُخْه ُّصَنا بَج   ِسئ  ٍَ ٍَـث ٍٍ ًِ ِهْط ًُ ْنا  ِالا بًذْهُص  همََدا  بًياَرَد  ْٔ َا  َو هرَد  ًللاَد  
   
Artinya: Perjanjian damai antara orang-orang muslim itu 
diperbolehkan, kecuali perjanjian menghalalkan yang 
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haram dan mengharamkan yang halal. (HR Abu 
Dawud).
59
 
Tentang anjuran perdamaian ini juga pernah disampaikan 
oleh khalifah Umar R.A. yang menyuruh untuk menolak 
permusuhan dengan perdamaian dikarenakan pemutusan perkara 
melalui pengadilan hanya akan menimbulkan kedengkian.
60
 Dari 
uraian diatas dapat dipahami bahwa sulhu merupakan suatu bentuk 
upaya damai yang dilakukan oleh orang-orang yang bersengketa 
yang dilakukan di luar pengadilan dengan persyaratan adanya 
orang yang bersengketa dan sesuatu yang disengketakan.  
4. Teori Perceraian 
a. Pengertian Perceraian 
Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan 
talak,kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan 
cerai. Kata mentalak berarti menceraikan.
61
 Talak berasal dari kata بل 
مطن  كهطن  كهطا yang berarti دضرٌ دضرا ادبضرا (melepaskan).62 Jadi mentalak 
istri berarti melepaskan isteri dari ikatan perkawainan. Perceraian dalam 
bahasa Arab disebut “talak” atau “furqah”. Adapun talak berarti 
“membuka ikatan”, membatalkan perjanjian, sedangkan furgah berarti 
“bercerai”, lawan dari “berkumpul” kemudian dua kata itu dipahami 
oleh para ahli fiqh sebagai istilah yang berarti perceraian antara suami 
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isteri.
63
 Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh al-Sunnah, menjelaskan 
bahwa talak menurut istilah syara‟ adalah: “melepaskan tali perkawinan 
dan mengakhiri hubungan perkawinan suami istri.”64 
Di dalam UU No. 1 Tahun 1974, tidak disebutkan apa yang 
dimaksud dengan perceraian, hanya pengertian perceraian itu dijumpai 
dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 
tahun 1990) yaitu: Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang 
pengadilan agama yang mengadili salah satu sebab putusnya 
perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 
130, 131.
65
 
b. Dasar Hukum Perceraian 
Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil 
apabila akan terjadi salah paham antara suami isteri, salah satu atau 
keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan 
sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah 
tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi 
antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan 
diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri baik kembali.
66
 Namun 
adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan  kadang-
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kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang 
berkepanjangan.  
Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk 
dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa 
damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara 
untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak 
atau perceraian. Ketentuan Perceraian itu didasarkan pada al-Qur‟an 
dan al-Hadits. 
1) Dasar Al-Qur‟an perceraian sebagai berikut : 
 
 
Artinya: “Keduanya bercerai, maka Allah akan member kecukupan 
kepada masing-masing dari limpahan karunianya, dan 
Allah Maha Kuat (karunianya) lagi Maha Bijaksana”. 
(Q.S. al-Nisa‟: 130).67 
Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus 
ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan 
mencukupkan karunianya kepada masing-masing keduanya (suami 
istri). Walaupun pasangan suami istri sudah di akhiri dengan perceraian, 
namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak 
menghendakinya, dengan catatan talak yang di lakukan bukan bain 
kubro, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 249 
sebagai berikut : 
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Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk 
lagi dengan cara ma‟ruf atau menceraikan dengan cara 
baik.” (Q.S. al-Baqarah: 249).68 
Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih 
dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila 
suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya 
(suami) untuk merujuk isterinya lagi, kecuali si isteri telah menikah 
lagi dengan orang lain dan telah bercerai.
69
 Sebagaimana firman Allah 
dalam surat al-Thalaq ayat 65 : 
 
Artinya : “Hai Nabi, Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka 
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 
(menghadapi) iddahnya (yang wajar).” (Q.S. al-Thalaq: 
65).
70
 
Ayat di atas menjelaskan ketentuan waktu mentalak yaitu 
ketika si isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau 
dinamakan talak suni. 
2) Al- Hadist 
 
 
 
 
Artinya : “Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a. Katanya, “Sesungguhnya 
dia telah menceraiakn isterinya dalam keadaan haid, kasus 
itu terjadi pada zaman Rasulullah S.a.w., kemudian 
masalah itu dinyatakan oleh Umar bin Khattab kepada 
rasulullah s.a.w., lalu berliau bersabda “Perintahkan 
supaya dia rujuk ( kembali kepada isterinya, kemudian 
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menahannya sampai isterinya suci,kemudian haid 
lagi,kemudian suci lagi, kemudian apabila ia mau, dia 
dapat menahannya atau menceraikannya, asal dia 
mencampurinya,itulah tempo iddah yang diperintahkan 
oleh Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung bagi wanita 
yang diceraikan”.71 
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 
1975 hanya mengatur perceraian secara umum yaitu pada Pasal 38 
tentang sebab-sebab putusanya perkawinan, Pasal 39 jo Pasal 14-36 
PP Nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang tata cara perceraian, dan 
Pasal 41 mengatur tentang akibat putusnya perceraian. Sedangkan 
Perceraian di Indonesia secara umum diatur dalam undang undang 
Nomor 1 tahun 1974 Pasal 38-44, PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 14-
36, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148. 
B. Konsep Penelitian 
Agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan rumusan masalah dan 
tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka kerangka konseptual dibangun 
sebagai berikut: 
1. Integrasi adalah proses yang di lakukan oleh petugas Kantor Urusan 
Agama (KUA) untuk mempersatukan masyarakat Kecamatan Kamipang 
Kabupaten Katingan yang cenderung membuatnya menjadi suatu kata 
harmonis yang didasarkan pada tatanan anggota-anggotanya dianggap 
sama harmonisnya. 
2. Kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang petugas 
Kantor Urusan Agama (KUA) yang beritindak menjalankan 
                                                 
71
 Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Kitab at-Thalaq, Bab Sunnah Talak, Beirut: Dar Al-
Fikr, t.th., h. 268. 
  
 
kewenangannya untuk melakukan mediasi dalam perkara perceraian 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para 
pihak dengan dibantu oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan seketika terjadi permasalahan 
dalam perceraian. 
Terkait dengan beberapa teori dan konsep penelitian di atas, maka 
Peneliti tertarik memilih untuk meneliti proses mediasi pasangan suami istri 
yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga, hal ini dilakukan sebagai 
upaya untuk menyadarkan pasangan suami-isteri yang aingin bercerai agar 
kembali rukun dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah 
warrahmah, selain itu juga untuk menekan angka perceraian yang terjadi di 
wilayah Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan  
Berdasarkan telaah kajian teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka 
peneliti gambarkan dalam bentuk kerangka fikir tentang Integrasi 
kewenangan KUA dalam  menentukan keberhasilan mediasi perkara 
perceraian di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Bagan Kerangka Pikir Penelitian 
 
 
 
 
C. Penelitian Terdahulu 
Sebagai perbandingan hasil penelitian sebelumnya dihubungkan 
dengan tema yang peneliti teliti saat ini, serta sebagai gambaran bahwa belum  
 
 
1) Bagaimana pelaksanaan mediasi yudisial 
dalam perkara perceraian. 
2) Factor penentu keberhasilan mediasi 
dalam perkara perceraian. 
3) Apakah yang menjadi faktor-faktor yang 
menentukan keberhasilan mediasi dalam 
perkara perceraian. 
KUA Kec. 
Kamipang 
Kewenangan 
KUA 
Integrasi 
Kewenanagan 
KUA 
Dasar Hukum 
1) Al Qur‟an dan Hadist, 
serta kaidah-kaidah 
Ushul. 
2) Undang-Undang Dasar 
1945. 
3) Undang-Undang 1/ 1974 
tentang Perkawinan 
4) Peraturan MA 1/ 2008 
tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan. 
5) Permen Agama No. 188 
5/K.I Thn 1946 tentang 
Susunan Kementrian 
Agama. 
6) KMA 517/ 2001 tentang 
penataan Organisasi 
KUA. 
7) PP No. 9/ 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 
1974. 
 
Mediasi oleh 
KUA 
Perkara 
Perceraian 
Keberhasilan Mediasi 
dalam Perkara 
Perceraian 
Integrasi Kewenangan Kua Dalam  
Menentukan Keberhasilan Mediasi 
Perkara Perceraian  
  
 
Pernah diteliti oleh orang-orang terdahulu. Berikut ini peneliti paparkan  
beberapa hasil penelitian terdahulu:  
1. Muslimah Suciati, (2014) yang berjudul “Implementasi Mediasi Terhadap 
Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari”. Dalam analisisnya, 
bahwa implementasi substansi hukum mediasi yang diterapkan dalam 
perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendari sudah dilaksanakan 
sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pelaksanaan mediasi 
masih memperlihatkan tingkat kegagalan yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan tingkat keberhasilan mediasi yang disebabkan karena adanya 
berbagai faktor yang memengaruhi, yaitu faktor perkara, faktor para pihak, 
faktor mediator, dan faktor budaya hukum. Mediasi yang dilakukan 
Pengadilan Agama Kendari belum mampu menurunkan angka perceraian 
yang disebabkan karena sifat perkara perceraian itu sendiri yang berkenaan 
dengan privacy para pihak serta pertimbangan kultural hakim dapat 
memengaruhi putusan perceraian pada Pengadilan Agama Kendari. 
Sebaiknya, sebagai jalan keluar dari adanya faktor kegagalan mediasi 
karena faktor para pihak, maka sebaiknya para pihak diwajibkan hadir 
pada sidang mediasi dan tidak boleh diwakili oleh kuasa hukumnya. Hal 
itu mengingat pelaksanaan mediasi menurut Perma adalah wajib dengan 
konsekuensi batalnya putusan jika tanpa melalui prosedur mediasi. Karena 
itu sebaiknya diadakan revisi kembali ketentuan yang terdapat dalam 
Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 
khususnya ketentuan tentang kehadiran para pihak dalam sidang mediasi 
  
 
yang bersifat fakultatif menjadi wajib walaupun tetap memberlakukan 
pengecualian sesuai kondisi para pihak, misalnya pihak yang sama sekali 
tidak diketahui keberadaannya. Di samping itu pula perlunya petunjuk 
pelaksanaan terhadap mediasi dalam perkara perceraian, sehingga tidak 
ada lagi perbedaan dalam penerapan mediasi di Pengadilan Agama 
Kendari, misalnya dengan menggunakan rentang waktu maksimal yang 
disediakan oleh Perma tanpa membedakannya dengan perkara lain. Selain 
itu, mediator harus lebih maksimal lagi dalam menjalankan peran dan 
fungsinya utamanya melakukan kaukus bagi para pihak yang besar 
kemungkinan masih bisa rukun kembali. Pengadilan Agama Kendari harus 
terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan pelatihan mediasi bagi hakim 
mediator dalam menyelesaikan perkara. Selain itu juga perlu mendalami 
hukum-hukum perkawinan dan perceraian dalam Islam, dan bagi suami 
istri dalam membina rumah tangga seyogyianya lebih memahami lagi 
tujuan dan nilai-nilai luhur perkawinan sesuai dengan nilai-nilai agama 
Islam.
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2. Yayah Yarotul Salamah (2013) yang berjudul “Urgensi Mediasi Dalam 
Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”. Dalam hasil analisisnya 
mengatakan bahwa secara normatif, mediator atau ḥakam sudah dikenal 
sejak awal pembentukan hukum Islam, baik dalam perkara perceraian 
secara khusus maupun perkara perdata atau bentuk perkara lainnya. Dalam 
berbagai peristiwa atau konflik (keluarga, perdata, politik, sosial dan 
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keagamaan), Islam menganjurkan dan mengutamakan terlebih dahulu 
dilakukan mediasi atau taḥkīm. Namun ketika mediator atau ḥakam 
menemukan jalan buntu, dapat dilanjutkan penyelesaiannya di muka 
persidangan atau pengadilan. Pelaksanaan mediasi atau taḥkīm, pada 
dasarnya merupakan bentuk alternatif proses perundingan pemecahan 
masalah yang mulia dengan biaya murah, cepat, sederhana, efektif, efisien, 
dan menghasilkan kepuasan serta ketenangan bagi semua pihak. Walau 
demikian masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan mediator 
atau ḥakam. Hal ini terbukti bahwa dari perkara keberhasilan yang 
dimediasi 22.011 orang, hanya berhasil 1.404 atau hanya 3,56 %- 6,38 % 
saja dari sepuluh wilayah PTA.
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3. Abdul Kahar Syarifuddin (2015) yang berjudul “Efektivitas Mediasi 
Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Baubau”. Dalam 
analisisnya, Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi dalam perkara 
perceraian di Pengadilan Agama Baubau, menunjukan bahwa mediasi 
belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya adalah: Tingkat kepatuhan 
masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Fasilitas dan 
sarana mediasi di Pengadilan Agama Baubau masih kurang memadai baik 
dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya. Selain 
Ketua Pengadilan Agama Baubau, hakim yang ditunjuk menjadi mediator 
seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggrakan oleh 
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penempatan pelaksanaan mediasi 
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di Pengadilan Agama tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang telah 
digariskan oleh Allah SWT., Impilikasi dari penelitian ini adalah: 
Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai pelaku kekuasaan 
kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 
1945, sekiranya dapat meninjau kembali Perma No. 1 Tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi khususnya terkait dengan penempatan pelaksanaan 
mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama tentunya sesuai 
dengan apa yang di kehendaki Allah SWT.
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Tempat dan waktu penelitian 
1. Tempat penelitian   
Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 Maret Sampai 
dengan tanggal 25 April 2017, setelah seminar proposal dilaksanakan dan 
mendapat ijin penelitian dari Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya. 
Adapun tahapan penelitian dimaksud hingga sampai pada ujian tesis 
seperti yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini: 
1) Tanggal 20 Maret sampai dengan 25 April 2017 tahapan 
pengumpulan bahan. 
2) Seminar proposal tesis bulan Mei 2017 
3) Penelitian Juni, Juli dan Agustus 2017. 
4) Penyusunan data hasil observasi dan wawancara diketik dalam 
bentuk naskah tesis September dan Oktober 2017 
5) Proses Konsultasi dengan Pembimbing 1 dan 2, bulan Oktober dan 
Nopember 2017 
6) Proses persiapan ujian Tesis Desember 2017 
2. Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan Kamipang terletak di Jl. MT Manunggal No. 4 Baun 
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Bango Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan 
Tengah. Alasan pemilihan lokasi penelitian di KUA Kamipang, karena 
penelti menemukan adanya kerjasama antara petugas KUA dengan para 
tokoh masyarakat Desa Kamipang yang berintegrasi atau bekerja sama 
saling membantu dalam memediasi masyarakatnya yang kehidupan 
rumah tangga retak agar tidak terjadi bercerai. 
 
B. Prosedur penelitian 
Dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yaitu dengan 
mengajukan rencana judul proposal penelitian pada bulan 2017 untuk  
dijadikan pertimbangan tim sidang seleksi judul di Pascasarjana IAIN 
Palangka Raya, setelah judul diterima dan telah ditentukan tim pembimbing 1 
dan 2 selanjutnya peneliti melakukan pertemuan kepada pembimbing dalam 
rangka menyusun langkah pembuatan proposal penelitian yang terdiri dari 
Bab I (pendahuluan), Bab II (Kajian Pustaka) dan Bab III (Metode 
Penelitian). Selanjutnya propopal tersebut dikonsultasikan dengan 
pembimbing 1 dan 2, setelah bimbingan selesai dilanjutkan dengan ujian 
seminar proposal tesis pada bulan Mei 2017. Setelah seminar dilakukan 
dilanjutkan dengan penelitian tesis pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2017. 
Selanjutnya hasil data observasi dan wawancara  diketik dalam bentuk naskah 
tesis September dan Oktober 2017. Adapun proses konsultasi dengan 
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Pembimbing 1 dan 2, bulan Oktober dan Nopember 2017, dilanjutkan dengan 
Proses persiapan ujian Tesis Desember 2017. 
C. Data dan Sumber Data 
Data yang diperlukan dalam pembahasan Tesis ini meliputi data 
Primer dan data Sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung 
dari masyarakat melalui interview (wawancara). Data primer dalam penelitian 
ini diperoleh dengan wawancara terhadap responden yang telah ditentukan, 
yaitu Kepala Kantor urusan Agama, Tokoh Adat, Kepala Desa dan Pejabat 
Pembantu Pencatat Nikah (P3N) . 
Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian 
kepustakaan dengan studi dokumen, yaitu semua data yang mencakup: 
a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat terdiri 
dari : 
1) Al Qur‟an dan Hadist, serta kaidah-kaidah Ushul. 
2) Undang-Undang Dasar ( UUD ) 1945. 
3) Undang-Undang no. 1 th 1974 (Undang-Undang Perkawinan) 
4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan. 
5) Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 
Nopember 1946 tentang Susunan Kementrian Agama. 
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6) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang 
penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. 
7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
b. Bahan Hukum Sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari 
kalangan praktisi hukum. 
c. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 
seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. 
Terkait dengan subjek dan objek penelitian ini peneliti mengacu pada 
pendapat Moleong (2010: 132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai 
informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk 
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sejalan 
dengan definisi tersebut, maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini 
adalah 
1) Kepala Kantor Urusan Agama Kamipang 
2) Para Mediator Perkara Perceraian (Kades, P3N, Penyuluh Agama, 
RT/RW, Kaum Masjid dan KUA) 
3) Masyarakat yang sedang atau sudah dimediasi dalam perkara percerian. 
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Objek penelitian ini adalah tentang integrasi kewenangan Kantor 
Urusan Agama dan tokoh masyarakat dalam menentukan keberhasilan 
mediasi perkara perceraian di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan. 
Dalam pelaksanaan mediasi para pihak yang terkait dengan intergrasi 
tersebut, mereka bekerjasama dalam upaya memediasi pihak suami isteri 
yang akan bercerai agar membatalkan niatnya untuk kembali hidup rukun 
dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
beberapa teknik sebagai berikut: 
1. Observasi  
Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik dalam 
pengumpulan data yang mana peneltian dilakukan secara langsung, disini 
peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang 
mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka serta 
mengumpulkan data yang dialakukan secara sistematis. Adapun observasi 
tersebut pernah peneliti lakukan di Desa Telaga dan di Desa Bahun Bango 
kecamatan kamipang.  
Berdasarkan hasil observasi bahwa peristiwa problema mediasi 
yang ada di desa tersebut   salah satu perwakilan peristiwa diantara 
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masyarakat lainnya di kecamatan kamipang, karena kultur dan sosial 
masyarakatnya tidak terlalu jauh berbeda, baik dari segi tingkat 
pendidikan, bahasa dan budayanya. 
2. Wawancara  
Wawancara merupaka teknik pengumpulan data yang digunakan 
peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui percakapan 
dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak dan 
berhadapan muka, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 
yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 
Dalam hal ini untuk mengetahui lebih mendalam tentang 
bagaimana peran Kepala Kantor Urusan Agama, dan bagaimana, dengan 
cara meminta keterangan atau bertanya kepada subjek penelitian, 
kemudian para subjek akan memberikan keterangan berupa jawaban 
dengan jelas dan baik. Terkait dengan teknik ini, peneliti melakukan dialog 
secara langsung kepada subjek yakni Kantor Urusan Agama, Tokoh 
Masyarakat dan Klien (pihak suami-isteri yang ingin bercerai) untuk 
menggali dan mendapatkan keterangan, informasi sebanyak-banyaknya. 
Tujuannya agar data yang diperoleh lengkap dan detail. Selain itu dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak berstuktur, dimana 
pewawancara menetapkan pertanyaan secara terbuka dari pertanyaan-
petanyaan yang dilakukan.  
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3. Dokumentasi  
Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa photo 
copy dokumen, foto-foto, catatan hasil wawancara dan data lainnya terkait 
dengan penunjang serta yang mendukung dalam penelitian. Selain itu 
dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa gambaran umum lokasi 
penelitian juga peneliti kumpulkan sebagai dokumen pelengkap. 
 
G. Analisis Data 
Proses analisis data merupakan upaya untuk menemukan jawaban atas 
permasalahan yang dibahas, serta hal-hal yang diperoleh dari penelitian 
sebelumnya. Data hasil penelitian yang telah diproses dan diolah tersebut 
dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan dengan 
menggunakan kajian pustaka yang terdapat pada bab II dengan cara 
menginterprestasi data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 
logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman 
hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan 
masalah. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik suatu 
kesimpulan dan diberikan saran. 
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E. Pemeriksaan Keabsahan Data 
Pemeriksaan keabsahan data ini digunakan untuk menjamin bahwa 
semua data yang telah diamati dan teliti relevan dengan yang sesungguhnya, 
hal ini dimaksudkan agar penelitian ini menjadi lengkap. 
Untuk memperoleh tingkat keabsahan data penelitian menggunakan 
triangulasi dengan maksud memperbandingkan keabsahan data dari 3 sumber 
data tersebut untuk pengecekan. Triangulasi dalam penelitian ini adalah 
triangulasi sumber yaitu Kantor Urusan Agama, Tokoh Masyarakat dan Klien 
(pihak suami-isteri yang ingin bercerai). triangulasi sumber yaitu pembanding 
atau pengecekan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 
waktu dan alat yang yang berbeda dan jelas. Untuk memudahkan pemahaman 
dari 3 sumber dalam triangulasi dimaksud peneliti gambarkan dalam bagan 
berikut : 
 
 
 
 
G.   Kerangka pikir dan sistematika penulisan 
1. Kerangka pikir 
Ketertarikan peneliti dalam meneliti tema tentang Integrasi 
Kewenangan Kantor Urusan Agama dan Tokoh Masyarakat dalam  
KUA 
Tokoh masyarakat Klien 
triangulasi 
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Menentukan Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Kecamatan 
Kamipang Kabupaten Katingan, karena adanya kebersamaan berbagai 
elemen masyarakat seperti Kades, P3N, Penyuluh Agama Islam, RT/RW, 
Kaum Masjid dengan KUA dalam upaya mengurangi angka perceraian 
bagi masyarakat yang rumah tangganya bermasalah hingga mengarah pada 
percaraian. 
Jika kondisi suami-istri yang bermasalah tersebut menyampaikan 
problemnya kepada pihak kades dengan tujuan untuk diberikan surat 
rekomendasi percaraian sebagai berkas pelengkap diajukan ke 
pengedalilan, maka elemen masyarakat yang terdiri dari Kades, P3N, 
Penyuluh Agama Islam, RT/RW, Kaum Masjid dengan KUA ber-
intergrasi dalam upaya memediasi hingga rencana perceraian itu tidak 
terlaksana. Meskipun dari banyak kasus yang terjadi hasilnya tidak 100 % 
berhasil, namun setidaknya langkah intergrasi kewenangan dalam mediasi 
tersebut merupakan cerminan kebersamaan masyarakat desa kamipang 
dalam menyelesaikan sengketa percaraian agar berakhir dengan damai, 
serta kedua suami isteri dapat kembali rukun dalam ruah tangganya. 
Berdasarkan kerangka pikir di atas, peneliti ingin mendalami intergrasi 
kewenangan tersebut untuk diteliti secara mendalam. 
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2. Sistematika Penelitian 
Adapun sistimatika Penelitian yang digunakan dalam menyusun 
tesis ini yakni penyusunan secara sistimatis, maka peneliti membaginya 
dalam beberapa bab yang terdiri dari: 
Bab I  Pendahuluan, diuraikan tentang latar  belakang, masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian,    
Bab II  Tinjauan Pustaka terdiri dari Kumpulan teori terdiri dari 
Teori integrasi, Terori kewenangan, Teori mediasi dan Teori 
perceraian. selanjutnya  Konsep penelitian tentang integrasi, 
kewenangan dan mediasi, serta Penelitian Terdahulu. 
Bab III Metode Penelitian, terdiri dari tempat dan waktu penelitian, 
prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, analisis data, pemeriksaan keabsahan 
data, kerangka pikir dan sistematika penulisan. 
Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari gambar umum lokasi penelitian 
dan penyajian data dan pembahasan hasil penelitian tentang 
peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat 
dalam mencegah kasus perceraian di Kecamatan Kamipang, 
pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Kamipang dan faktor-faktor apa 
saja yang dapat menentukan keberhasilan mediasi yudisial 
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dalam perkara perceraian di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan. 
Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama Kamipang 
KUA Kecamatan Kamipang berdiri pada tanggal 20 Januari 1987 
yang pada awalnya bertempat di rumah penduduk / berpindah-pindah 
Kamipang, berdasarkan berita acara serah terima tanah perwtasan Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Kamipang/Balai Nikah dan perumahan 
Pegawai tanggal 23 September 1991. Pada tanggal 13 Juni 2008 Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Kamipang/ Balai Nikah baru selesai dibangun 
dengan biaya APBN 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan 
Provinsi Kalimantan Tengah mewilayahi 6 desa, yaitu:  
a. Asam Kumbang 
b. Baun Bango 
c. Tumbang Runen 
d. Jahanjang 
e. Karuing 
f. Parupuk 
g. Telaga 
h. Tampelas 
i. Galinggang  
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Walaupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten 
Katingan berdiri pada tahun 1987, namun Register Nikah (Akta Nikah) 
yang ada dan tersimpan dengan rapi sampai sekarang yang merupakan 
pelimpahan dari KUA Kecamatan Katingan Kuala / Pagatan. Dari tahun ke 
tahun sejak berdirinya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang 
Kabupaten Katingan mengalami peningkatan frekuensi pernikahan sering 
dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sangat pesat 
walaupun hanya terdiri dari Sembilan Desa.  
Perkembangan mutakhir dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Kamipang Kabupaten Katingan seiring terbitnya KMA 477 tahun 2004 
tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional 
Penghulu dan Angka Kreditnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Kamipang Kabupaten Katingan melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan 
peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala, 
satu orang tenaga tata usaha dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan 
lain yang sesuai dengan standar tugasnya masing-masing.  
Selain itu, guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA 
Kecamatan, maka masing-masing pegawai Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan memiliki bidang tugas masing-
masing yang terintegrasikan dalam suatu prinsip memberikan pelayan 
maksimal, sehingga dengan demikian diharapkan Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan sebagai salah satu ujung 
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tombak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan dapat 
menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan.  
Di samping pembenahan ke dalam, di bidang fisik Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan juga mengalami 
beberapa kali renovasi, yaitu pembangunan pertama dilakukan pada tahun 
1987, kemudian pada tahun 2011 dilakukan perluasan pembangunannya 
oleh Bapak Ruslan selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Kamipang Kabupaten Katingan periode 2008-2011, yang kemudian 
diteruskan oleh Bapak Drs. Khairil Anwar selaku Kepala Kantor Urusan 
Agama periode 2011-2012, yang kemudian diteruskan oleh Bapak Wahid, 
S.H selaku Kepala Kantor Urusan Agama periode 2012-2016 dan 
disempurnakan pembangunannya oleh Bapak Joni Priyono, S.E yang 
menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang 
Kabupaten Katingan mulai tahun 2016 sampai sekarang. sehingga tampak 
anggun sekali gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang 
Kabupaten Katingan saat ini.  
Mengingat tingginya tantangan dan luasnya kompleksitas problem 
yang dihadapi baik oleh pemerintah maupun masyarakat di wilayah 
Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan, di samping itu kondisi sosial-
ekonomi dan cultural masyarakatnya yang heterogen dengan tingkat 
kepadatan penduduk yang suatu wilayah yaitu berpenduduk 7.7 jiwa 15 
Jiwa dengan luas wilayah 2.793 km
2 
ha, maka Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Katingan dalam menerjunkan personelnya untuk berdinas di 
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang selalu memantau dan 
menganalisis secara mendalam dari berbagai aspek kredibilitasnya agar 
didapatkan personel Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang 
Kabupaten Katingan yang mempunyai kapabilitas yang handal dan mampu 
memberikan perubahan pada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan 
Tupoksi KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten 
Katingan dapat berjalan dengan baik dan memuaskan.  
Di samping itu, guna menunjang kenyamanan dan kepuasan 
pelayanan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten 
Katingan juga menyediakan berbagai ruangan, Kepala KUA, Balai Nikah, 
ruang Penghulu, ruang Tata Usaha, ruang SIMKAH, ruang BP-4, ruang 
Pembantu Penghulu, ruang Arsip / Gudang serta kamar kecil / WC.  
Di setiap ruangan dilengkapi dengan berbagai sarana-prasarana 
pendukung guna mempercepat akses dan memberikan pelayanan yang 
cepat dan memuaskan, yaitu: dua buah computer untuk pelayanan beserta 
printernya masing-masing dan sebuah komputer khusus untuk program 
SIMKAH, satu set sofa, satu set almari arsip Register Nikah, 1 buah almari 
arsip, satu set almari perpustakaan, 1 buah filling cabinet, 5 buah meja 
kerja beserta kursinya, 10 buah kursi tamu untuk pelayanan dan satu set 
meja dan kursi untuk prosesi pernikahan di Balai Nikah dan beberapa 
fasilitas lain yang mendukungnya.  
Selain kelengkapan fasilitas Kantor Urusan Agama di Kecamatan 
Kamipang  di atas, kepala KUA juga melakukan reformasi birokrasi untuk 
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meningkat pelayanan kepada masyarakat, reformasi birokrasi tersebut 
antara lain :  
1) Mendelegasikan setiap tugas pelayanan masyarakat kepada masing-
masing pegawai.  
2) Membuat jadwal pernikahan berikut petugas penghulunya secara 
periodik setiap hari, sehingga tidak terjadi penumpukan pelayanan 
nikah pada salah satu penghulu saja.  
3) Membekali setiap penghulu dan pegawai wawasan tugasnya masing-
masing berikut aspek hukum dan prosedur hukumnya.  
4) Kepala KUA memonitoring setiap hari serta memberikan arahan 
terhadap beban tugas yang diberikan kepada setiap pegawai.  
5) Setiap pegawai diberikan kewajiban untuk memudahan dalam 
pelayanan kepada masyarakat apabila semua persyaratan administranya 
telah dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama  
Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten 
Katingan adalah: “Profesional dan amanah dalam membina keluarga 
sakinah”.  
Penjabaran  dari visi tersebut sebagai berikut, Profesional yaitu 
Suatu sikap, tindakan dan kebijakan yang dilaksanakan atau diambil 
berdasarkan prinsip-prinsip standar pelayanan dan hukum yang berlaku. 
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Amanah yaitu melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh 
Negara sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada 
prinsip kejujuran, dapat dipercaya dan memiliki nilai akuntabilitas yang 
tinggi.  
Membina yaitu memberikan suatu pelayanan pembinaan, baik 
pelayanan administrasi, konseling maupun advokasi kepada masyarakat 
secara berkesinambungan dan sistematis untuk mewujudkan tujuan 
dimaksud.  
Keluarga Sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang 
sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan 
seimbang, diliputi suasana kasih saying antara anggota keluarga dan 
lingkungannya dengan selara, serasi, serta mampu mengamalkan, 
menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq 
mulia.  
Dengan visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang yang 
demikian luas penjabarannya, maka diperlukan suatu kerangka konseptual 
yang sistematis dan tersinerginakan di antara berbagai komponen yang 
hendak dicapai dalam visi tersebut.  
Bertdasarkan kerangka konseptual tersebut terimplementasikan 
dalam suatu Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten 
Katingan, yaitu: “Peningkatan dan pemberdayaan aparatur Negara dan 
masyarakat secara professional dan amanah dalam mewujudkan 
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masyarakat religius, metropolitan dan madani yang terbangun dari 
keluarga sakinah”, melalui:  
1) Peningkatan pelayanan prima dan professional dalam pencatatan nikah 
dan rujuk.  
2) Pengembangan manajemen dan pendayagunaan masjid, zakat, wakaf, 
baitul mal dan ibadah sosial. 
3) Peningkatan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan 
masyarakat.  
4) Peningkatan pelayanan dan pembinaan produk pangan halal, kemitraan 
umat dan hisab rukyat.  
5) Pengembangan dan pemberdayaan jamaah haji. 
3. Tujuan dan Sasaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang 
Tujuan  Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang yaitu  
1) Terciptanya pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dalam 
pencatatan nikah dan rujuk.  
2) Terbangunnya sistem pengelolaan masjid yang professional.  
3) Membangun sistem pengelolaan zakat, wakaf, baitul mal dan ibsos 
yang produktif untuk perkembangan kesejahteraan umat.  
4) Mewujudkan masyarakat yang terbangun dari keluarga yang harmonis, 
bahagia, sejahtera, aman, tentram dan damai sehingga tercipta keluarga 
bangsa yang religius, metropolitan dan madani.  
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5) Meningkatan pelayanan dan pembinaan kehidupan ummat beragama 
dan memantapkan pemahaman dan pengaplikasiannya pemahaman dan 
pengaplikasiannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  
6) Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana kantor guna 
mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.  
Adapun Sasaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang 
adalah : 
1) Masyarakat luas yang akan melaksanakan nikah dan rujuk  
2) Masyarakat luas dan para aktivis masjid, takmir, remas dan para 
donator masjid  
3) Masyarakat luas dan para pengelola zakat, wakaf, baitul mal, ibsos dan 
lembaga sosial keagamaan yang konsen terhadap permasalahan 
peningkatan kesejahteraan umat  
4) Seluruh elemen masyarakat, terutama calon pengantin dan keluarga 
muslim yang menjadi sendi keluarga sebagai elemen terpenting dalam 
mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.  
5) Seluruh warga muslim yang memiliki kewajiban beribadah sesuai arah 
yang benar serta seluruh elemen bangsa, baik ormas Islam maupun non 
muslim yang menjunjung tinggi norma universal dalam mewujudkan 
kedamaian hidup dalam berbangsa dan Negara.  
6) Seluruh sarana prasarana kantor dalam upaya memberikan pelayanan 
dan akses kepada masyarakat secara cepat, tepat dan mudah. 
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4. Kondisi Geografis KUA Kecamatan Kamipang 
Kebijakan program kerja yang harus direncanakan dan 
dilaksanakan oleh seorang decition maker atau pejabat yang memimpin 
dalam suatu wilayah tersebut, karena itu al-Quran menjelaskan bahwa 
Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-
bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi itu semua mengandung 
suatu nilai transformasi, edukasi dan akulturasi yang diharapkan suatu 
wilayah tertentu dapat menggali potensi yang lebih baik dari wilayah 
lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut. Oleh 
karena itu, dilihat dari segi geografisnya Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan terletak di wilayah 
Kabupaten Katingan. 
5. Kondisi Sosial Ekonomi dan Kultural  
Wilayah Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan 
berpenduduk 7.715 jiwa dengan kondisi sosial ekonomi dan kultural 
masyarakatnya terbagi dalam beberapa kelompok. Seperti pada 
umumnya masyarakat di Kabupaten Katingan, penduduk di wilayah 
Kecamatan Kamipang juga sangat majemuk, baik dari segi agama, 
sosial cultural maupun pekerjaan, sehingga terjadi akulturasi budaya 
antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Berikut presentasi 
jumlah penduduk berdasarkan agama di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan: 
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Tabel 4. 1 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 
Agama Jumlah Prosentase 
Kaharingan 1157,25 15% 
Kristen 771,5 10% 
Islam 5786,25 75% 
Sumber data : Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang Th. 2016.  
Secara sosiologis, masyarakat Kecamatan Kamipang terbagi 
dalam beberapa kelompok strata sosial. Dalam konteks social ekonomi, 
masyarakat Kecamatan Kamipang terbagi menjadi tiga golongan, yaitu 
sebagian kecil golongan menengah ke atas, kelompok kedua merupakan 
kondisi mayoritas masyarakat klas sosial ekonomi menengah kebawah, 
dan kelompok ketiga adalah masyarakat kelas ekonomi ke bawah yang 
juga merupakan kondisi terbanyak ke dua dan hampir merata.  
Stratifikasi sosial dalam konteks agama, masyarakat 
Kecamatan Kamipang  terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu sebagian 
masyarakat santri yang mempunyai adat istiadat dan budaya 
sebagaimana masyarakat pondok pada umumnya, kedua masyarakat 
yang melaksanakan tradisi santri yang merupakan kondisi mayoritas 
masyarakat, dan kelompok ketiga adalah masyarakat yang jauh dari 
kehidupan agama. 
 
 
B. Penyajian Data dan Pembahasan Hasil Penelitian 
Dalam penyajian data ini, peneliti menguraikan hasil observasi dan 
wawancara dengan tiga pihak sebagaimana yang dimaksud dalam triangulasi 
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sumber data. Adapun tiga pihak dimaksud yaitu, pihak pertama dari Kantor 
Urusan Agama (KUA) yakni penghulu (P3N) dan penyuluh agama,  pihak 
kedua dari tokoh masyarakat yaitu Pengurus masjid dan pemerintahan desa 
yakni  kades, RT/RW, adapun pihak ketiga yaitu : klien (pasangan suami-
istri) yang bermasalah.  
Menurut kepala KUA Kamipang, asal-usul KUA dan tokoh 
masyarakat bekerja sama dalam memediasi kasus perceraian di Kamipang, 
yaitu : 
Karena adanya beberapa kasus pasangan suami-isteri yang sudah tidak 
harmonis lagi rumah tangganya, kemudian datang kepada  aparat Desa 
untuk meminta surat rekomendasi perceraian sebagai persyaratan  
pengajuan cerai ke Pengadilan Agama.
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Alasan pihak KUA dan tokoh masyarakat harus berintergrasi dalam 
memediasi kasus perceraian yang diajukan ke KUA Kecamatan Kamipang, 
yaitu : 
Agar pihak KUA dapat menerima masukan dari aparat desa, tokoh 
masyarakat dalam upaya merukunkan para pihak pasangan suami 
isteri yang ingin bercerai agar membatalkan niatnya. Adapun para 
tokoh masyarakat Kecamatan Kamipang yang terlibat sebagai 
mediator perceraiaan di KUA, yaitu Kades, RT/RW, pengulu (P3N), 
penyuluh agama dan kaum masjid.
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Peran masing-masing tokoh masyarakat Kamipang berintegrasi 
dengan dengan KUA dalam memediasi kasus perceraian sebagai berikut : 
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah kasus 
perceraian adalah menjembatani perbedaan pandangan suami atau istri 
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agar tidak terjadi perceraian dengan musyawarah para tokoh dengan 
member nasehihat dampak dari perceraian baik secara hukum agama 
dan juga dampaknya bagi anak-anaknya.
77
 
 
Peran tohoh lainnya, adalah sebagai pengantar dalam penasehatan, 
serta memberikan pemikiran membantu kepala KUA agar para pihak suami 
isteri yang bertikai kembali hidup rukun dan mengurungkan niat untuk 
bercerai. 
Adapun pelaksanaan mediasi yang dilakukan dari isitatif  intergari 
antara KUA Kamipang dengan tokoh masyarakat dijelaskan oleh pihak KUA 
Kamipang sebagai berikut: 
Dalam pelaksanaan mediasi, saya sebagai kepala KUA dan juga kades 
atau aparat pemerintahan desa lainnya saling bersinergi bergantian 
memberikan pandangan dan arahan tentang efek negatif dari 
perceraian, baik kepada suami-isteri maupun nasib anak-anak akibat 
korban dari peceraian sumai isteri, setelah semuan pihak telah 
memberina wejangan dan nasehatnya, maka pasangan suami-isteri 
diberiksempatan berdua untuk musyawarah di ruangan yg telah 
disetiadan di kantor KUA Kamipang bebeapa saat, kemudian hasil 
musyawarah keduanya disampaikan kepada tim mediasi yang 
kebetulan pada saat mediasi berlangsung antara lain Kepala KUA, 
penghulu, penyuluh, kades, RT/RW, Kaum Masjid.
78
 
 
Jika hasil musyawarah suami-istri tidak berhasil di damaikan, maka 
pihak KUA memberikan menggunakan teknik penasihatan terpisah yakni si 
suami diberikan nasehat, sementara isteri menunggu druangan terpisah, 
setelah suami selesai dinasihati dan keluar dari ruangan penasihatan, 
kemudian pihak si isteri dipanggil petuga KUA untuk masuk dan dinasihati 
sebagaimana yang diperlakukan kepada suaminya.  Hal ini dilakukan agar 
mediator dari pihak KUA dapat mendengarkan keterangan pemohon dan 
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termohon guna mencari akar permasalahan mereka secara mendalam untuk 
mencari solusinya. Dari hasil musyawarah nasihat damai termisah tersebut, 
kemudian keduanya dipertemuan untuk disampaikan beberapa kriteria atau 
syarat-syarat jika ingin berdamai kedua pihak suami-isteri. 
Hasil pelaksanaan mediasi dalam  perkara perceraian di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan, menurut kepala 
KUA Kamipang :  
kami mencermati, kemudian mencatat permasalahannya dan hasil 
mediasi akan dibuat dalam berita acara, Jika mediasi tidak berhasil 
maka berita acaranya dapat dijadikan syarat untuk diteruskan dalam 
sidang perceraian di Pengadilan Agama. 
 
Dalam pelaksanaan mediasi ada yang berhasil dan ada pula yang tidak 
berhasil. Adapun faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi dalam 
perkara perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang 
Kabupaten Katingan. 
Menurut Kepala KUA Kamipang bahwa Selama Tahun 2016 kasus 
perceraian ada 5 Kasus, dan yang berhasil didamaikan ada 3 kasus yaitu 
dengan inisial : 
1) SL (pr. pemohon) dengan YN (lk. Termohon) 
2) AN (lk. Pemohon) dengan SU (pr. Termohon) 
3) YN (lk. Pemohon) dengan PU (pr. Termohon) 
Menurut pihak KUA bahwa faktor penentu keberhasilan mediasi 
adalah : 
Pihak suami-isteri sama-sama memahami dan menyadari nasehat dari 
Kepala Kantor Urusan Agama dan juga para tokoh masyarakat, selain 
itu diperukan strategi mediasi untuk mengatasi musyawarah yang 
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mengalami kebuntuan yakni dengan melakukan musyawarah terpisah 
terhadap kedua suami-isteri yang bertikai. Adapun faktor dari 
gagalnya mediasi adalah karena kedua suami-isteri sama-sama 
besikukuh untuk bercerai dan ada pula karena faktor campur tangan 
orang yang menghendaki anaknya bercerai. Akibat dari perceraian itu 
sendiri antara lain: anak menjadi korban dan kehilangan kasing 
sayang, anak tidak terbina dengan baik, jika istri yang mengasuh anak 
maka umumnya dia menjadi single parent yakni dia yang berkerja 
mencari nafkah sekali menjadi kepala rumah tangga, sementara si 
suami tidak memberikan biaya pemeliharaan anak dan juga 
pendidikaannya.
79
  
 
Demikian pernyataan wawancara dengan kepala KUA Kecamatan 
Kamipang yang intinya bahwa beberapa pihak suami-isteri yang mau bercerai 
kemudian setelah dilakukan mediasi, akhirnya mereka mau berdmai dan 
membatalkan rencana perceraiannya. 
Peran KUA dan Tokoh masyarakat dalam mencegah perceraian di 
Kamipang, sebagai berikut : 
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mencegah Kasus 
Perceraian di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan menurut  
SM bahwa Kantor Urusan Agama sangat berperan dalam 
memecahkan permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga di 
Kecamatan Kamipang dan pada saat ini sangat mempunyai andil, 
untuk pencegahan perceraian hal dilakukan tidak saja pada saat 
menjelang terjadinya keretakan rumah tangga melain juga ada 
penasihatan pada saat calon pengantin hendak melaksanakan akad 
nikah.
80
 
 
Pengulu menambahkan bahwa perlunya intergrasi KUA dengan tokoh 
masyarakat dalam menangani mediasi pengaduan rencana perceraian 
oleh sebagian masyarakat kamipang adalah agar KUA mendapat 
masukan dan tambahan pemikiran dalam mengatasi penyakit 
masyarakat yang umumnya mengambil jalan pintas perceraian untuk 
menyudahi problema rumah tangga yang dianggap sulit disatukan. 
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Oleh karena itu KUA dan tokoh masyarakat berupaya bersinergi 
dalam melakukan mediasi guna mencegah terjadinya perceraian.
81
 
 
Menurut Penghulu, tergantung pada situasi kepada siapa suami atau 
isteri tersebut mencurahkan (curhat) masalah rumah tangga, maka disitulah 
peran tokoh masyarakat, kades dan KUA berkomunikasi untuk bertukar 
pendapat untuk memecah masalah masyarakat yang curhat tentang problema 
rumah tangganya. 
Adapun terkait dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian 
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan sebagai 
berikut: 
Dijawab oleh penghulu bahwa pelaksanaannya dengan cara 
mempermudah proses mediasi yaitu menerima laporan dari termohon 
baik secara tulisan ataupun secara lisan sama-sama diproses oleh 
pihak KUA, lalu di pecahkan bersama-sama. Apabila tidak ada 
kesepakatan maka, pihak KUA melakukan bertukar pikiran dengan 
tokoh masyarakat untuk diminta pendapatnya.
82
 
  
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah kasus 
perceraian di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan menurut HS, 
bahwa:  
Bapak Naip desa Baun Bango sangat berperan apabila ada warga yang 
mengalami  masalah keluarga, maka selalu dinasehati, baik pada saat 
akan akad nikah,  maupun ketika dia menjadi khatib hari jumat serta 
pada saat dia bertugas sebagai penceramah di tempat pengajian ibu-
ibu yasinan.
83
  
 
Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan : 
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Dalam menyelesaikan perselisihan Kepala Kantor Urusan Agama 
Baun Bango pelaksanaannya lebih mendahulukan musyawarah 
dengan memberikan arahan agar suami-isteri yang menyampaikan 
keinginan bercerai terlebih dahulu dinasehati agar mereka 
memperhatikan sisi baik dan buruk terutama anak jika terjadi 
perceraian. Hal inilah yang  dilakukan kepala KUA, agar kedua pihak 
suami-istri  tidak menyesal dikemudian hari.
84
 
   
Faktor-faktor  yang menentukan keberhasilan mediasi dalam 
perkara perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang 
Kabupaten Katingan menurut HS : 
Pada dasarnya dalam menentukan keberhasilan mediasi ada 2 (dua) 
kemungkinan. Pertama  ada atau tidaknya keinginan  itikad baik 
suami/isteri untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga, jika kedua 
belah pihak memang tidak berminat untuk memperbaiki keretakan 
rumah tangga, maka mediasi untuk merukunkan keduanya sulit 
dilanjutkan. Kedua, jika salah satu pihak ingin mempertahankan 
keutuhan rumah tangganya yang retak, sedangkan pihak lainnya  
kurang yakin hal tersebut dapat diperbaiki, maka tergantung 
kemampuan mediator (kepala KUA) dalam membujuk salah satu 
pihak yang masih ragu ingin berdamai bersatu. HS menambahkan 
bahwa keberhasilan dalam mediasi perceraian bukan milik satu orang 
tetapi milik para pisak suami-istri bersama-sama.
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Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah kasus 
perceraian di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan :  
Peran Kepala Kantor Urusan Agama Baun Bango saat ini sangat baik 
dalam memberikan solusi yang terhadap para suami/isteri. Pada waktu 
saya masih jadi Kaur Umum didesa ini pasti saja apabila ada 
permasalahan suami/isteri, maka pihak KUA meminta saya dan tokoh 
masyarakat hadir untuk menyelesaikannya, selanjutnya saya 
menganjurkan agar para orang tua atau keluarga suami-istri yang 
bermasalah harus hadir. 
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Sebelum di mediasi oleh KUA, maka  masyarakat selalu melaporkan 
lebih dulu ke Kepala Desa. Berikutnya keterangan wawancara dengan 
pihak kades :  
Bahwa peran kades dalam bersinergi dengan  KUA sebelum 
memberikan surat rekomendasi yang diminta untuk pengajuan 
perceraian, pihak kades cenderung mengarahkan agar suami-isteri 
yang ingin bercerai datang ke KUA untuk diminta pendapatnya dalam 
menyikapi rencana cerai tersebut.
86
  
 
Menurut Kades pelaksanaannya, ada yang bertempat  dibalai desa atau 
di rumah kepala desa, dengan mengikut sertakan tokoh masyarakat, kedua 
orang tua suami isteri yang bertikai. Ada  yang berhasil didamaikan dan ada 
juga yang tidak berhasil. Bagi suami-istri yang tidak berhasil didamaikan, 
selanjutnya mereka minta surat rekomendasi untuk berpisah yang ditanda 
tangani berdua, dan ada juga yang di tandatangi sepihak saja, hal ini  karena 
salah satu pihak tidak mau berpisah. Penanda tanganan surat izin 
rekonmendasi berpisah tersebut disaksikan dua orang saksi dan mengetahui 
kepala desa.  
Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian Di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan : 
Menurut kades dalam pelaksanaan mediasi setelah adanya 
permohonan penyelesaiaan pertikaian rumah tangga, kedua suami-
isteri diminta bersama-sama menghadap, selanjutnya pihak KUA 
memberi kesempatan secara bergantian pihak suami istri diminta 
untuk menyampaikan latar belakang dan tujuannya terkait dengan 
permohonan yang ingin bercerai. Dari keterangan  kedua belah pihak 
tersebut pihak kepala KUA, Kades dan tokoh masyarakat dapat 
memahami permasalahan yang mereka hadapi dan selanjutnya 
berupaya memberikan saran serta pendapat untuk mengatasasinya  
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terutama agar kedua suami istri dapat kembali rukun dalam rumah 
tangganya, sebagian mediasi yang kami lakukan ada yang berhasil dan 
ada pula yang gagal.
87
 
 
Faktor-Faktor yang menentukan keberhasilan mediasi dalam perkara 
perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten 
Katingan. 
Menurut Kades, faktor penentu keberhasilan mediasi ada 3 antara lain: 
 
1) ada kesedian kedua belah pihak suami isteri mau menerima nasihat 
kami selaku mediator dan bersedia memperbaiki kesalahan masing-
masing dari pihak suami-istri yang sebelumnya hidup tidak harmonis, 
2) nasihat dan pandangan para mediator yang membuat mereka sadar 
akan dampak dari perceraian, 3) adanya dorongan dari kedua orang 
tua kedua belah pihak suami istri yang turut serta menyemangati 
keduanya agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga 
demi masa depan keluarga dan juga anak-anaknya.
88
 
 
Menurut NR yang bertugas sebagai pengurus masjid, menyatakan 
bahwa:  
Selepas sholat magrib individu (masyarakat muslim)  yakni suami 
meminta pendapat kepada  saya  tetang ketidak harmonisan rumah 
tangganya, selanjutnya saya menyarankan agar yang bersangkutan 
datang menghadap ke kepala KUA untuk  mendapat nasehat tentang 
problem rumah tangga.
89
 
 
Menurut YS, petugas penyuluh agama Islam menjelaskan bahwa: 
 
Umumnya pemberian materi tentang mengatasai keretakan rumah 
tangga pada saat dilakukannya pengajian kelompok majelis ta‟lim 
kelompok ibu-ibu yasinan yang melaksanakan rutinitas etiap hari hari 
jumat. Dalam situasi pengajian tersebut diberikan materi antara lain 
tetang keluarga sakinah serta dilakukan dialog atau tanya jawab 
mengatasi problema masalah keluarga.
90
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Menurut ketua RW :  
Kami sebagai ketua RW merupakan petugas desa yang bersentuhan 
langsung dengan masyarakat, termasuk pasangan rumah tangga yang 
tidak harmonis, mereka umumnya langsung menghadap RT dan RW 
untuk menyampaikan problema perselisihan rumah tangganya, jika 
nasehat dari kami sebagai petugas RT/RW sudah tidak mampu 
mengatasi masalah masyarat dilingkungan kewenangan kami, maka 
kami mengajak pihak suami-isteri tersebut untuk mengahadap kepada 
kepala desa.
91
 
 
Menurut SL: 
Saya datang ke kades untuk minta penyelesaian rumah tangga yang 
tidak harmonis, karena suami suka berjudi main bliard,  kemudian 
saya diajak oleh kades ke KUA. Setelah sampai di KUA, semua 
permasalahan  pengaduan alasan ingin bercerai  dicatat petugas KUA, 
2 hari kemudian suami saya di panggil. Selanjutnya untuk menghadap 
ke KUA suami mengajak saya menghadiri panggilan tersebut 
didampingi Kades. Di KUA saya dan suami di nasehati oleh kepala 
KUA dan Kades, meskipun ketika itu saya tetap ingin bercerai namun 
suami tidak mau bercerai dengan saya, kemudian pihak KUA dan juga 
kades memberikan saran dan nasehat terkait dengan masa depan anak  
yang masih kecil akan kehilangan kasih sayangkedua orang tuanya 
karena ayah dan ibunya berpisah. Kemudiian saya memikirkan 
nasehat kepala KUA, jika berpisah dengan suami maka saya tidak 
mampu membiayai keperluan anak dan akhirnya saya mau menerima 
nasihat kepala KUA dengan catatan membuat perjanjian agar suami 
tidak mengulangi lagi perbuatannya berjudi.
92
 
 
Menurut AN: 
Suami saya bekerja sebagai penambah emas tradisional di Kalaro, dia 
pulang kerumah 2 kali seminggu yaitu hari rabu dan sabtu, untuk 
menyerahkan uang hasil kerja menambang emas kepada saya sebagi 
istrinya, hal ini setahun berjalan dilakukan selama   perkawinan. 
Namun saya suka berpoya-poya membeli baju yang mahal, tetapi 
jarang saya pakai begitulah perbuatan saya menggunakan uang hasil 
kerja suami saya. Ketika hal tersebut diketahui oleh suami, uang saya  
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habiskan dengan berpoya-poya belanja pakaian setiap bulan, maka 
suami saya sangat marah kemudian menemui KUA Kamipang untuk 
mengajukan permohon bercerai karena perilaku saya sebagai isterinya 
yang sering menghabiskan uang hasil kerja suami.
93
 
 
Selanjutnya pihak KUA, melakukan tindakan pemanggilan kepada 
saya sebagai istri dan juga suami saya. Setelah saya dan suami menghadap ke 
KUA, ternyata di kantor KUA tersebut sudah ada hadir pembatu penghulu 
(P3N) bersama kepala KUA, selanjutnya saya diberikan nasehat oleh 
mebraka berdua secara bergantian agar saya tidak mengulang perbuatan 
tersebut serta dapat menghemat uang pemberian suami untuk kepentingan 
rumah tangga dengan menabung untuk masa depat perkawinan.  kemudian 
saya menyadari kesalahan atas penggunaan uang hasil kerja suami dan saya 
menerima nasihat kepala KUA dan pembantu penghulu serta berjanji secara 
lisan didepan kepala KUA, pembantu penghulu dan juga suami saya untuk 
tidak mengulang lagi kesalahan saya dan menabung uang hasil kerja suami.  
Berdasar pengamatan peneliti di tahun 2017, Kondisi rumah tangga 
suami isteri ini sudah punya anak satu, usia setahun dan sudah mulai 
mendirikan rumah tempat tinggal hasil dari kumpulan  tabungan uang 
pemberian suami menambang emas. 
Menurut YN: 
Saya datang ke KUA Kamipang untuk menyampaikan problem rumah 
tangga, karena isteri saya selingkuh dengan lelaki lain teman saya 
sendiri yang bekerja sebagai mandor pengawasan penanaman sawit di 
PT. Arjuna. Tanggapan KUA setelah saya melapor, maka laporan saya 
di catat, kemudian 3 berselang saya dan isteri dipanggil ke KUA dan  
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kami datang menghadap untuk mendapat solusi, saat dikonfirmasi 
tentang perselingkuhan istri saya di kantor KUA, maka isteri saya 
menolak tuduhan tersebut dan menyatakan tidak benar. Meskipun 
saya sampaikan ada saksi informasi dari teman istri saya bahwa isteri 
saya sering bertemu dan berduan dengan lelaki selingkuhannya di 
kantin perusahaan. 
  
Kemudian dari kantor KUA tersebut saya telepon menggunakan Hp 
ke teman istri saya dengan cara loadspeker agar isteri saya dan juga 
pihak KUA mendengarkan keterangan informasi dari teman isteri saya 
tersebut. Setelah mendengar semua keterangan dari suara telpon di hp 
tersebut, kemudian isteri saya mengaku dan menjelaskan alasan dia 
selingkuh, karena uang gajih dari suami tidak mencukupi untuk 
keperluan beli peralatan make up. 
 
Selanjutkan kepala KUA memberikan nasihat, kepada istri saya agar 
memandang suami bukan dari sisi materi, tetapi lihatlah dari sisi 
ketulusan, kejujuran dan keikhlasan suami  menyayangi, melindungi 
dan menafkahi isteri. 
 
Hasil dari nasehati kepala KUA, maka saya dan isteri membuat 
kekesepakatan secara lisan di depat KUA agar istri saya tidak tidak 
mengulangi kesalahannya. Akhir kami pun kembali hidup rukun 
dalam membina ruma rumah tangga.
94
   
  
 
C. Analisa Hasil Penelitian  
1. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mencegah Kasus Perceraian 
di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan 
Mengkaji tentang peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam 
mencegah kasus perceraian di Kecamatan Kamipang Kabupaten 
Katingan, adalah selain tugas Kepala KUA dalam mengemban tugas 
dalam melayani masyarakat muslim di bidang hukum keluarga, khusus 
dalam hal pasangan suami istri yang ingin bercerai, maka kepala KUA  
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dalam jabatannya sekapa petugas yang diangkat secara resmi 
sebagai PNS dan berperan sebagai pimpinan KUA memiliki kewenangan 
dalam  upaya mendamaikan kedua pasangan yang melapor tentang 
kondisi rumah tangganya yang tidak harmonis.  
Berbicara tentang kewenangan KUA Kamipang tersebut, 
dihubungkan dengan pendapat ahli, antara lain H.D Stout dalam kutipan 
Ridwan, wewenang adalah pengertian dari hukum organisasi 
pemerintahan, sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan 
perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan didalam 
hubungan hukum publik.
95
 Sedangkan Bagir Manan, beranggapan bahwa 
wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.
96
 Dengan demikian 
kewenangan,  merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki 
seorang pejabat  termasuk dalam hal ini institusi kepala KUA menurut 
ketentuan yang berlaku, baik menyangkut kompetensi tindakan hukum 
yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan 
merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. 
Oleh karenanya kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam 
kajian hukum tata negara dan hkum administrasi negara. Begitu 
pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga Stroink dan Steenbeek 
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menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum 
administrasi negara.
97
  
Berdasarkan bahasan tentang peran dalam kontek kewenangan 
menurut para ahli di atas, maka mengarah pada kewenangan  sebagai 
suatu hak yang melekat dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang 
beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Adapun terkait dengan kepala KUA 
Kamipang juga memberdayakan tokoh masyarakat di wilayah kecamatan 
kamipang sebagai mediator perceraiaan di KUA, yaitu Kades, RT/RW, 
pengulu (P3N), penyuluh agama dan kaum Masjid, maka kewenangan 
KUA disini dimaksudkan adalah sebagai hak dan kekuasaan untuk 
bertindak, dalam kontek kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan 
melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain
98
 yang bersedia 
untuk bersinergi dan dapat membantu mengawal warga yang rumah 
tangganya bermasalah hingga mengarah pada pereceraian agar dapat 
dirukunkan kembali menjadi pasangan yang harmonis. Dalam sinergitas 
dan kontribusi yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat desa 
Kamipang  tersebut, mereka melakukan musyawarah dengan menasehati 
suami-istri terhadap dampak negatif dari perceraian baik secara hukum 
agama dan juga dampaknya bagi anak-anaknya. Dalam hukum Islam, 
apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sebaiknya bisa diselesaikan 
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hingga tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun, baik suami 
maupun istri tidak menginginkan hal itu terjadi. sebagaimana hadis Nabi 
Saw menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi sesungguhnya 
perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT. 
Rasulullah SAW, bersabda: 
 ُطَغَْثا :َلَبل َىههَض َٔ  ِّ ٍْ َهَع ُالله ىههَص ِالله َل ْٕ ُضَر ٌه َا َر ًَ ُع ٍِ ْثا ٍِ َع
ِأر{ .َُقلاهطنا ِالله َىِنا َِللاَذْنا }ّذذصٔ ىكبذنأ دٔاد ٕثا 
Artinya:  Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW. bersabda, perbuatan 
halal yang sangat dibenci Allah Azza Wajalla adalah talak. 
(H.R. Abu Daud dan  Hakim, dan disahkan olehnya). 
 
Dari hadis tersebut, menggambarkan bahwa siapapun orangnya 
yang akan merusak hubungan antara suami isteri, dia tidak akan 
mempunyai tempat terhormat dalam Islam. Demikian dijelaskan dalam 
sebuah hadis Nabi SAW.: 
 ًَحأَرِْيا َتهجَخ ٍْ َي بهُِي َصٍْ َن َىههَض َٔ  ِّ ٍْ َهَع ُالله ىههَص ُل ْٕ ُض هرنا ُل ْٕ َُمٌ
 َىهَع}ىئبطُنأ دٔد ٕثا ِأر{ .َبِٓج ْٔ َز 
 
Artinya: "Rasulullah SAW bersabda, "Bukan dari golongan kami, 
seseorang yang merusak hubungan seorang perempuan dari 
suaminya”. (H.R. Abu Daud dan Nasa'i)  
 
Selanjutnya dalam menjalankan perannya, baik kepala KUA dan 
juga para tokoh masyarakat Kecamatan Kamipang ini menurut peneliti 
cukup efektif, hal ini karena ada beberapa pasangan suami istri yang 
sebelumnya ingin bercerai ternyata berhasil di damaikan oleh para tokoh 
masyarakat kamipang melalui cara mediasi, agar mereka pasangan 
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suami-istri ini kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya. 
Dari upaaya yang berhasil dilakukan oleh para tokoh masyarakat 
kamipang yang telah bersinergi dengan KUA Kamipang ini di 
hubungkan dengan kajian teori efektivitas hukum yang dikemukakan 
oleh Soerjono Soekanto
99
, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 
5  faktor yang memiliki makna netralitas, sehingga dampak positif atau 
negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.  
Faktor pertama yaitu faktor hukumnya sendiri, yakni undang-
undang yang relevan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 
1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi. Keberhasilan  mediasi yang 
dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian 
mengenai analisa efektivitas mediasi. Dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan 
daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila 
tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal 
demi hukum. Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus 
diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan 
upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam 
menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi 
terbaik bagi mereka. Oleh karena itu terkait Berdasarkan kewenangan 
Kantor Urusan Agama dan tokoh masyarakat dalam  menentukan 
keberhasilan mediasi perkara perceraian yang peneliti gunakan sebagai 
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alat ukur penelitian ini, Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada 
daya paksa bagi masyarakat. Oleh karenanya, peneliti beranggapan 
bahwa landasan yuridis Perma Nomor 1 tahun 2008 adalah peraturan 
perundang -undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai 
kekuatan hukum mengikat.  
Faktor kedua, kualifikasi mediator dalam hal ini mediator 
memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena 
itu, orang yang ditugaskan untuk melakukan mediator dituntut memiliki 
kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan 
sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 
2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengenai kualifikasi 
mediator di KUA seharusnya memiliki sertifikat mediator minimal 
menurut peneliti Kepala Kantor Urusan Agama harus pernah mengikuti 
pelatihan mediator agar memahami secara akademik tentang bagaimana 
ilmu mediator tersebut diterapkan dalam menyelesaikan sengketa hukum 
keluarga.  
Dengan mencermati mediasi masalah perceraian di KUA tempat 
penelitian ini, maka peneliti merasa bahwa pelaksanaan mediasi memang 
dipengaruhi oleh kualitas mediator, maka peneliti berpendapat bahwa ada 
beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator. Yang 
pertama adalah bahwa sumber daya mediator harus diperbaiki dengan 
cara memberikan pelatihan kepada hakim-hakim mediator. Hal ini 
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peneliti nyatakan karena mediasi merupakan salah satu bentuk dari 
alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dengan litigasi sehingga 
para hakim mediator yang ditetapkan menjadi mediator wajib 
mendapatkan pelatihan yang baik. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI 
yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera 
dilaksanakan lebih meluas lagi bukan saja kepada para hakim-hakim di 
pengadilan tetapi juga para kepada KUA dan juga para penyuluh agama 
yang berhadapan langsung sebagai garda terdepan dalam masyarakat 
yang secara berkesinambungan melakukan perkawinan, talah dan rujuk 
di masyarakat. 
Faktor ketiga merupakan fasilitas dan sarana, maksudnya ruang 
mediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang hanya ada 1 
(satu) ruang yang berukuran sesuamir 5 meter x 4 meter, di dalamnya 
hanya ada 1(satu) meja dan 3 (tiga) kursi. Dalam ruang tersebut dapat 
dilakukan 1 (satu) kali proses mediasi. Hal ini sesua dengan hasil 
wawancara dengan bapak Joni selaku kepala KUA Kecamatan 
Kamipang
100
 
Fasilitas ruang mediasi masih kurang ideal bagi proses mediasi. 
Faktor-faktor yang menyebabkan tidak idealnya ruang mediasi adalah 
tidak tersedianya ruang untuk kaukus. Padahal proses kaukus adalah 
sebagai alternatif yang dapat diupayakan oleh mediator untuk proses 
perdamaian para pihak. Fasilitas pendukung yang kurang, seperti 
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proyektor dan baiknya diupayakan tersedianya Air Conditioner (AC) 
yang dapat menjadikan ruangan mediasi terasa sejuk. 
Faktor keempat adalah  Kepatuhan Masyarakat, berdasarkan 
pengamatan dan penelitian peneliti memberikan catatan mengenai  
perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi yang mempengaruhi 
kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi yaitu sebagian dari 
para pihak suami istri yang di mediasi, ada yang beritikad baik dan patuh 
pada nasehat mediator saat mediasi berlangsung, selain itu didukung pula 
oleh keluarga dari suami-istri yang memotifasi  mereka untuk bisa 
menjadi pasangan suami istri yang rukun dalam rumah tangga. Meski 
demikian ada pula diantara pasangan yang ingin bercerai karena terjadi 
ketidak cocokan terus menerus sehingga tidak sulit untuk dapat rukun 
kembali. 
Dalam hukum perkawinan Islam, jika suami isteri rumah 
tangganya selalu tidak harmonis dan terjadi percekcokan terus menerus, 
maka kondisi  rumah tangga pasangan suami istri ini tergolong dalam 
katagori siqaq dalam hukum Islam, terkait dengan hal tersebut jika suami 
istri tidak dapat menyelesaikan masalah mereka, maka menurut para 
ulama ahli fikih sepakat bahwa kedua juru damai seharusnya diutus dari 
keluarga suami dan istri, yaitu salah satunya dari pihak suami dan yang 
lainnya dari pihak istri untuk membujuk agar kedua suami istri mau 
berdamai. Apabila dari pihak keduanya tidak ada orang yang pantas 
menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari 
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keluarga suami atau istri. Akan tetapi, mereka tidak mampu 
mendamaikan, maka menurut Imam Malik dan para pengikutnya 
berpendapat bahwa, juru damai boleh mengadakan pemisahan. 
Sedangkan Syafi'i dan Abu Hanifah serta para pengikut dari keduanya 
berpendapat bahwa, kedua juru damai itu tidak boleh mengadakan 
pemisahan, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan tersebut kepada 
juru damai. Alasan tersebut mengacu pada Ali bin Abi Thalib r.a. yang  
mengatakan tentang kedua juru damai itu: 
 َِ ُع ًْ َجْنا َٔ  ٍِ ٍْ َج ْٔ هسنا ٍَ ٍْ َث َُخلِرْفهتنا ب ًَ ِٓ ٍْ َنا 
Artinya: Kepada kedua juru damai itu hak memisahkan dan 
mengumpulkan kedua suami istri. 
 
Berdasarkan pada gambaran pendapat ulama fikih dan juga 
penyataan Ali bin Abi Thalib tersebut di hubungkan dengan apa yang 
dilakukan oleh kepala KUA Kamipang dan tokoh masyarakat dalam hal 
dapat membujuk untuk berdamai dalam mediasi kepada suami isteri yang 
bertikai kembali damai sebagaimana yang dilaksanakan di KUA 
Kamipang, dan ada pula yang gagal di dadamaikan maka dengan sangat 
terpaksa pihak KUA dan Kades Kamipang memberikan surat 
rekomendasi pengantar perceraian, untuk diteruskan ke pengadilan 
agama, maka kondisi ini berarti telah sejalan dengan kajian hukum Islam 
dalam mendamaikan pihak suami isteri yang bertikai. 
Faktor ke lima adalah kebudayaan dimana banyak hal yang 
menyebabkan terjadinya perceraian pada Peradilan, terkait dengan  moral 
yang  memberikan andil untuk memantik krisis keharmonisan rumah 
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tangga. Modusnya mengambil tiga bentuk, yakni suami melakukan 
poligami tidak sesuai dengan aturan, krisis akhlak, dan cemburu yang 
berlebihan. Kedua, meninggalkan kewajiban. Ini disebabkan salah satu 
pihak tidak bertanggung jawab akan kewajibannya selama menjalani 
ikatan perkawinan, seperti nafkah baik lahir maupun batin. Ketiga, kawin 
dibawah umur.
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Biasanya terjadi pada pihak istri yang sejarah perkawinannya 
dipaksa oleh kedua orang tuanya yang kemudian hari banyak 
menimbulkan ketidak harmonisan diantara pasangan suami istri.  
Faktor penyebab banyaknya angka perceraian serta tidak 
efektifnya pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian menurut 
peneliti dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut : 
Adanya persepsi masyarakat muslim khususnya di Kecamatan 
Kamipang tentang perceraian bahwa Islam mengajarkan talak adalah 
perbuatan halal walaupun dibenci Allah. Terlebih apabila perceraian 
adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik rumah tangga yang akan 
membahayakan salah satu pihak atau keduanya, maka tentulah 
masyarakat memilih perceraian sebagai pilihan terakhir. Kemudian 
karena semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama 
perempuan. Maka istri yang berpendidikan tinggi jika diceraikan oleh 
suaminya tidak lagi khawatir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. 
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Dengan bekal pendidikan yang dimilikinya, seorang wanita dapat 
mencari pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya.  
Selanjutnya penempatan pelaksanaan mediasi tidak tepat. Faktor 
inilah yang paling mendasar terhadap pelaksanaan mediasi. Oleh 
karenanys keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar secara 
psikologis dari pada orang lain, khususnya dalam mengungkap rahasia-
rahasia yang rumit dan pelik, karena sebab-sebab konflik adakalanya 
bersifat rahasia, yang tidak mungkin diungkapkan kepada orang lain. Jika 
kemudian solusi jalan damai tersebut ditolak dan menemui jalan buntu, 
maka dengan demikian nyatalah bahwa telah terjadi syikak (perpecahan) 
pada pasangan suami isteri tersebut, maka amanah tugas dikembalikan 
pada sang hakim untuk mengambil keputusan bagi pasangan tersebut 
dengan tetap menjadikan hasil penyelidikan dan pendapat para hakam 
sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut.
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Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara 
perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang, peneliti 
menggunakan Laporan Pelaksanaan Penasehatan Tahun 2016 sampai 
dengan tahun 2017. Data laporan tersebut merupakan laporan bulanan di 
Kantor Agama Urusan Kecamatan Kamipang. Didalamnya dapat 
diketahui perkara yang masuk ke Kantor Urusan Agama  setiap bulan dan 
dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. 
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Sehingga dengan laporan ini, dapat diketahui dengan mudah jumlah yang 
dimediasi dan hasilnya. 
 
2. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian Di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti tentang 
pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan ada beberapa tahan yang 
dilakukan,  yaitu tahapan awal dilakukan mengumpulkan data diri klien 
dan keluhan-keluhannya. 
Sebelum mediasi dilaksanakan, klien bisa langsung datang dan 
mendaftarkan diri, selanjutnya petugas Kantor Urusan Agama akan 
langsung melakukan pendataan data diri mereka lalu klien bisa langsung 
bertemu dengan mediator. Klien dan mediator terlebih dahulu 
menyesuaikan atau membuat kesepakatan waktu dan tempat untuk 
pelaksanaan medasi, karena di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Kamipang Kabupaten Katingan tidak membuat jadwal kegiatan mediasi, 
kegiatan tersebut bisa langsung disepakati waktunya antara klien dan 
mediator dan dalam pelaksanaan kegiatan mediasi tidak ada penentuan 
berapa jam tiap kali pertemuan, lama atau tidaknya semua hanya 
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tergantung dari tingkat kesulitan permasalahan yang dihadapi klien 
tersebut. 
103
 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamipang Kabupaten 
Katingan akan melakukan pemanggilan terhadap klien yang akan 
melaksanakan mediasi. Panggilan ini akan disampaikan melalui kurir 
ataupun bisa dibawa sendiri oleh klien yang mengadu, setelah itu lalu 
disini mediator akan tahu apa yang menjadi suatu permasalahan. 
Permasalahnnya adalah ternyata tidak semua klien memberikan respon 
positif terhadap panggilan yang telah disampaikan. Karena masih banyak 
keluarga yang menganggap tidak pantas menceritakan permasalahan-
permasalahan di dalam rumah tangga kepada mediator, dalam hal ini  
BP4. Ketika perceraian dianggap tabu maka ada banyak upaya agar 
perceraian itu tidak terjadi, salah satu bentuknya adalah dengan upaya-
upaya untuk mediasi.  
Mediasi merupakan suatu prosedur penengah dimana seseorang 
bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara para pihak, 
sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat 
dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama 
tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.
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Upaya mediasi bisa dilakukan oleh mereka sendiri dengan 
menunjuk pihak ketiga atau dari keluarga mereka sebagai suami-istri dan 
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sebuah keluarga besar. Secara kelembagaan, Kementerian Agama 
menyiapkan Badan Penasehatan Pembinaan dan Perlestarian Perkawinan 
(BP4) memiliki sebuah kegiatan disebut dengan mediasi yang memiliki 
beberapa tenaga-tenaga mediator. Lembaga ini diharapkan sebagai 
tempat bagi masyarakat yang memiliki permasalahan di dalam rumah 
tangga untuk dapat mengkonsultasikan, dan mencari berbagai solusi.  
Seperti yang telah dijelaskan oleh Jn Selaku Kepala KUA 
Kecamatan Kamipang, bahwa ada sambutan mediator  antara dengan ;  
mengucapkan salam dalam menyambut klien yang datang ke kantor 
dengan sikap tersenyum, kemudian memperkenalkan diri dan 
menerangkan peran mediator serta penjelasan proses mediasi serta 
menyusun rencana pembahasan untuk setiap masalah, berupa menyusun 
jadwal dan agenda selama proses mediasi berlangsung. Langkah 
selanjutnya, mediator memulai pelaksanaan mediasi dan klien dapat 
menceritakan atau menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada di 
dalam rumah tangganya.  
a. Tahapan proses mediasi 
1) Mediator berupaya menemukan titik permasalahan yang 
menjadi penyebab perselisihan. 
Setelah merangkum permasalahnya dan membutuhkan 
klarifikasi atau mencari data tambahan kepada pihak yang 
diadukan. Disesi pertama itu adalah mediator merangkum apa 
yang menjadi penyebab permasalahannya, kemudian mediator 
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memberikan solusi baik secara pribadi ataupun dalam bentuk 
komunikasi segitiga dengan pihak yang ketiga, yaitu suaminya.  
Jika di lihat dari apa yang menyebabkan mereka menuju 
perceraian atau perselisihan. Penyebabnya bisa saja banyak hal, 
misalnya kekerasan di dalam rumah tangga, persoalan ekonomi, 
persoalan kesehatan, masalah kesetiaan dan itu merupakan 
masalah-masalah berat di dalam berumah tangga. Namun ada 
yang terkadang hanyalah sebuah masalah yang mereka sendiri 
tidak tahu atau tidak mengerti, bingung pada permasalahan yang 
sedang mereka hadapi di dalam rumah tangganya, berbagai 
macam perbedaan pendapat atau prinsip yang akhirnya 
mengarah pada pertengkaran dan berlarut-larut, adanya campur 
tangan dari pihak keluarga dan masalah lain-lainnya. Disaat 
itulah dapat memicu pemikiran-pemikiran atau keinginan untuk 
segera menyelesaikan masalahnya secepat mungkin dengan cara 
bercerai.  
Selanjutnya dalam menemukan titik permasalahan pasti 
dibangun dengan adanya komunikasi lalu mediator membiarkan 
klien untuk menceritakan permasalahan yang ada di dalam 
rumah tangganya dengan sebebas mungkin. Selanjutmya dari 
penjelasan tentang permasalahan mereka, mediator akan bisa 
menangkap atau memahami sebenarnya mengenai fokus 
masalah tersebut. Jadi mediator dapat melihat bahwa pada saat 
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klien menjelaskan permasalahannya, terjadi perulangan kata, 
ungkapan yang berulang-ulang dan melalui kata-kata yang 
terulang lalu lebih banyak diungkapkan berati disitulah titik 
permasalahnya.  
Dengan demikian setelah klien menjelaskan atau 
menceritakan semua permasalahan yang ada di dalam rumah 
tangga mereka, mediator akan membantu dalam menemukan 
titik permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan di antara 
mereka, sehingga penyelesaian terhadap permasalahan rumah 
tangga mereka dapat segera terbantu.  
2) Menasehati dan Menengahi Kedua Belah Pihak yang Bertikai 
(Suami Istri)  
Sebelum melanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya, 
dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang 
Kabupaten Katingan, melakukan pemanggilan kepada pihak 
klien dengan melalui telepon atau surat panggilan. Setelah 
kesepakatan pertemuan antara klien dan mediator terlaksana 
dengan baik, pelaksanaan mediasi bisa terus berjalan sampai 
permasalahan yang dihadapi oleh klien dapat terselesaikan. 
Setelah mediasi selesai, keputusan dalam penyelesaian masalah 
tersebut adalah berdamai atau tidak, mediator akan 
menyerahkannya kepada klien, karena semua keputusan yang 
terbaik adalah ditangan klien dan mediator hanya dapat 
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membantu dalam pemberian penasehatan, memberikan 
pemahaman permasalahan yang diaduakan dan juga membantu 
pencarian berbagai alternatif-alternatif solusi yang terbaik untuk 
mereka.  
Dalam proses kegiatan itu, ketika datang kedua belah 
pihak (klien), lalu membahasnya dengan metode face to face 
dan dengan satu persatu mediator mendengarkan, kemudian 
melakukan teknik pembicaraan segitiga. Pembicaraan segitiga 
yaitu di antaranya adalah memposisikan duduk klien berhadapan 
langsung secara badan dengan mediator dan klien tidak saling 
berhadap-hadapan, yaitu suami tidak berhadapan dengan istri 
begitu juga dengan istri tidak menghadap suami. Teknik itu 
merupakan bagian dari mediasi, dan semua yang diungkapkan 
memberikan kesempatan untuk saling mengeluarkan unek-unek 
atau permasalahan-permasalahan pada masing-masing pihak. 
Penasehatan bisa segitiga kalau diperlukan secara pembicaraan 
satu-persatu, yaitu dengan menggunakan cara seperti peta duduk 
yang harus dipahami. Peta duduk yang mediator pahami adalah 
jangan sampai pihak yang bersengketa ini dalam posisi duduk 
berhadap-hadapan. Karena posisi dada ketemu dada itu adalah 
posisi konfrontatif sehingga akan menyebabkan klien memiliki 
kecenderungan untuk saling serang, tetapi sebisa mungkin 
dengan cara bagaimana klien bisa duduk berdampingan 
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kemudian menghadapi mediator secara bersamaan sehingga 
sebagai tujuan utama, mediator bisa menetralisir emosi klien 
serta dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang 
dialaminya.  
Selanjutnya mediator memposisikan klien dengan teknik 
memindahkan posisi duduk, misalnya ketika suami berada pada 
posisi sebelah kanan, istri berada diposisi kirinya, mereka duduk 
seolah-olah seperti rasanya ketika istri berada diposisi suami 
ataupun suami berada diposisi istrinya sehingga ada yang 
namanya seperti silang perasaan, silang anggapan dan silang 
posisi yang diharapakan ketika klien menyadari serta 
mengungkapkan bahwa tidak selalu dapat dipahami disaat suami 
berada di posisinya maka akan wajar istrinya misalnya marah 
ataupun punya keluhan dan segala macam. Dan apabila istri 
berada diposisi suaminya maka merekapun dapat merasakan 
wajarlah suaminya akan dalam posisi marah, yang menimbulkan 
persoalan dalam rumah tangga.  
Setelah emosinya tersampaikan, semoga klien (suami 
istri) bisa saling memahami satu sama lain. Selanjutnya 
mediator akan masuk pada sesi penasehatan. Pada dasarnya, 
setiap orang itu tahu mana yang benar dan salah. Salah satu 
yang mediator tekankan di dalam menghadapi sesi penasehatan 
itu adalah upaya kedua belah pihak (klien) untuk memahai hal-
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hal terkecil dari perilaku di dalam rumah tangga, misalnya 
bahwa kalau suami itu sedang diam atau tidak mau berbicara, 
ataupun suami bersikap keras, hal yang menjadi penyebabnya 
itu seperti apa, ataupun perempuan yang kebanyakan berbicara 
dalam kondisi emosi terus menerus. Hal itu juga dapat dipelajari 
dari sudut pandang psikologis oleh mediator. Jadi mediator 
mengarahkan bahwa ada reaksi-reaksi manusiawi yang harus 
dipahami pada pasangan masing-masing. Hal itu merupakan 
salah satu bagian, dan ternyata ada beberapa pasangan suami 
istri seringkali tidak menyadari dengan pemahaman personal 
laki-laki sebagai suami ataupun istri sebagai perempuan. 
Memahami lawan jenis itu yang sering keliru mengartikannya.  
Ada beberapa point-point dari metode penasehatan yang 
dimiliki oleh mediator yaitu Bapak alvian Syehabudin, sebagai 
berikut:  
1. Memahami satu sama lain.  
2. Tidak berfokus kepada kesalahan orang lain.  
3. Menyadarkan diri tentang amanah rumah tangga.  
4. Berupaya untuk melakukan komitmen dan memiliki tekad 
kuat untuk melaksanakan perbaikan.  
5. Meyakinkan diri bahwa suatu persoalan dapat diselesaikan.  
Sebagaimana kutipan pernyataan Kepala KUA 
Kamipang bahwa ... ada nilai-nilai harga diri ketika berkaitan 
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dengan janji dan komitmen, ada nilai-nilai agama ketika 
berkaitan dengan amanah yang dilaksanakan oleh istri atau oleh 
suami di dalam melaksnakan kewajiban dan hak berumah 
tangga. Kalaupun toh seharus kemudian dituangkan, karena ada 
ketidak percayaan diri kepada kedua belah pihak, minsalnya 
kesalahan yang dilakukan berulang-ulang oleh suami ataupun 
oleh istri, dalam contoh kasus isteri yang berhutang ataupun 
suami itu yang keras temperamentalnya, kepada sama anak, 
maka dalam kondisi seperti ini perlu dibuat kesepakatan untuk 
menyadarkan kedua belah pihak masing-masing agar kehidupan 
rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis....
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Fungsi dari menemukan yang menjadi penyebab 
perselisihan tersebut agar mediator dapat memfokuskan solusi 
yang bisa disampaikan untuk klien bahwa pada saat 
permasalahan dalam rumah tangga mereka ada kecenderungan 
dari klien bersikap egois, merasa dirinya di dzalimi, maka 
kondisi seperti itulah yang menyebabkan klien tidak bisa 
berpikir secara jernih. Dengan demikian maka mediator 
berupaya  menasehati para pihak suami istri agar dapat 
menyikapi permasalahan mereka dimana mediator harus dapat 
mengarahkan pada diri klien agar dapat salaing memperbaiki 
perilaku kesalahan masing-masing.  
                                                 
105
 Wawancara dengan Jn, SE. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kamipang 
Kabupaten Katingan. Tanggal 11 April 2017. Pukul 14.40 
103 
 
 
 
 
 
Untuk menengahi rencana perceraian tersebut, maka 
mediator melakukan komunikasi dengan cara sebagai penengah, 
jika klien tidak mau bertemu, maka mediator harus 
menggunakan sistem sidang terpisah, yaitu mediator bertemu 
dengan klien si suami dalam satu ruangan untuk negosiasi upaya 
damai, setelah selesai berno dengan si suami, kemudian 
mediator bertemu dengan si istri dalam melakukan negosiasi 
sebagaimana yang dilakukan sebelumnya dengan si suami. 
Selanjutnya hasil pembicaraan dengan klien suami dan 
klien istri tersebut dikomunikasikan oleh meditor agar keduanya 
dapat bertemu dalam satu ruangan untuk menyamakan persepsi 
upaya perdamaian melalui nasihat serta menyikapi persoalan 
atau permasalahan dengan harapan agar mereka menjadi lebih 
sejuk pikirannya dan lebih mengedepankan kemaslahatan 
hubungan keluarga yang harmonis.”106 
Berdasarkan gambaran tentang upaya mediasi yang 
dilakukan oleh kepala KUA dan tokoh masyarakat desa 
Kamipang antara lain dengan melakukan sidang terpisah bagi 
pasangan suami-istri yang alot ingin berpisah tetapi berhasil di 
damaikan ini, maka sangat relevan bahwa peranan mediator 
yakni sebagai penengah antara dua orang atau lebih yang saling 
bersengketa, oleh sebab itu, mediator harus mampu menjaga 
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independensi serta menjaga keberpihakan kepada salah satu 
pihak agar menumbuhkan kepercayaan antara para pihak yang 
bersengketa. Artinya penyelesaian sengketa melalui cara 
perundingan/musyawarah mufakat para pihak dengan bantuan 
pihak netral (mediator) yang tidak memiliki kewenangan 
memutus dengan tujuan menghasilkan kesepakatan damai untuk 
mengakhiri sengketa. 
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Senada dengan itu Ramadi Usman menjelaskan bahwa 
mediasi penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga 
sebagai penengah ...
108
, Soesilo Prajogo m,enambahkan bahwa 
mediasi suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang 
melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang 
dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa dan keberhasilan 
proses mediasi biasanya lebih banyak ditentukan oleh 
kemampuan berdiplomasi, kecakapan dalam memberikan 
usulan-usulan yang bersifat tidak memihak, kualitas serta 
netralitas pihak yang diminta untuk menjadi penengah.
109
 
Ada tiga unsure dalam mediasi, pertama, mediasi 
merupakan suatu proses penyelesaian perselisihan atau sengketa 
yang terjadi antara dua pihak atau lebih, kedua, pihak yang 
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terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak yang berasal 
dari luar pihak yang bersengketa dan ketiga, pihak yang terlibat 
dalam penyelesaiaan sengketa tersebut bertindak sebagai 
penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam 
pengambilan keputusan.
110
 
Sedangkan dalam aturan perundang-undangan yang baru 
yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni Peraturan 
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi 
di Pengadilan, pada pasal 1 butir 7 disebutkan bahwa mediasi 
adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 
mediator.
111
  Berdasarkan gambaran bahasan di atas, maka 
peneliti mengasumsikan mediasi merupakan  proses negosiasi 
pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak 
memihak/impartial dan netral bekerja dengan pihak yang 
bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan 
perjanjian dengan memuaskan  yang berakhir dengan 
perdamaian suami-isteri yang sebelumnya bertikai. 
3) Memberikan pemahaman terhadap pasangan suami istri tentang 
hak dan kewajiban masing-masing  
Seorang mediator memberikan nasihat tentang hak dan 
kewajiban setiap pasangan suami-istri dengan demikian pada 
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saat mereka dinasihati, maka keduanya akan paham dengan 
sendirinya apa yang disampaikan oleh mediator. Hanya saja 
yang menjadi penyebab tidak berjalannya hak dan kewajiban 
tersebut disebabkan karena komunikasi tidak berjalan dengan 
baik karena ke egoisan kedua belah pihak yang tidak mau saling 
mengalah.  
Untuk menyikapi kondisi tersebut, maka mediator 
berupaya mengarahkan pada membuka memory atau  kenangan 
indah yang pernah terjadi dimasa lalu pada masa mereka 
berpacaran, selain itu mediator menyampaikan tentang nilai 
keagamaan, nilai moral dan nilai amanah yang harus di emban 
sebagai suami kepada istri, begitu sebalinya hak istri kepada 
suami, serta penekanan nasihat tentang hak-hak anak yang harus 
dipertanggung jawabankan suami-istri. Hak ini peneliti uraikan 
mengingat seorang anak dalam perkawinan secara tidak 
langsung sebagai pengikat rasa kebatinan kedua orang tuanya 
agar dapat saling menyanyangi dalam rumah tangga karena 
adanya hak yang sama dalam hal mengasuh anak dari suami 
istri.  
Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hukum Islam 
anak adalah buah perkawinan. Kedua orang tua yang telah 
memainkan peranannya dalam penciptaan ini dan harus berbagi 
dalam segala suka duka untuk membimbing anaknya. 
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Membesarkan anak adalah tugas kedua orang tua dan bukan 
hanya tugas ibu. Walaupun kebanyakan ibu merawat anaknya, 
dan melayani makannya, kebersihannya, dan sebagainya, 
ayahnya tidak boleh berpangku tangan dalam usaha ini. Dengan 
demikian menurut peneliti "tidak benar bila pria menganggap 
perawatan anak hanyalah tugas kaum wanita dan ia tidak 
bertanggung jawab dalam hal ini. Tidak adil bila seorang ayah 
meninggalkan istri dan bayinya yang sedang menangis 
kemudian beristirahat di kamar lain. 
Anak merupakan  tanggung jawab suami istri, apakah 
adil bila suami meninggalkan sang istri dengan anak yang 
menangis sementara suami beristirahat dan bersenang-senang di 
tempat lain? Ketika suami bekerja keras di luar rumah, istri  
bekerja keras di dalam rumah. Oleh karena itu Islam menuntut 
para suami untuk membantu istrinya dalam merawat anak. 
Singkatnya, mempunyai anak upayakan jangan sampai dapat 
mengakibatkan percekcokan atau perceraian. Lebih baik suami 
dan istri saling menyetujui dan tidak membiarkannya menjadi 
penghalang yang berujung mengganggu perkawinan mereka. 
Meski demikian keadaaanya, terkadang dalam kehidupan 
berumah tangga masih ada yang sulit atau tidak memandang 
bagaimana masa depan anak tersebut sehingga pada saat terjadi 
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pertikaian rumah tangga keduanya sulit didamaikannya oleh 
mediator. 
 
3. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi dalam perkara 
perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten 
Katingan 
Beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan mediasi dalam 
penelitian ini yaitu: adanya itikad baik, kondisi sosial, kualitas mediator 
dan keterbukaan klien. 
Itikad baik pasangan suami istri, dalam hal ini pasangan suami-
istri yang kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, namun masih 
memiliki keinginan-keinginan untuk berdamai agar permasalahan-
permasalahan di dalam rumah tangga mereka dapat segera terbantu, hal 
ini merupakan salah satu dari pendukung untuk pelaksanaan mediasi 
dapat terlaksanan dengan baik, karena jika dari pihak yang bersengketa 
sudah tidak ada keinginan untuk menyelesaikan permasalahnya, mediasi 
tidak akan berjalan dengan baik.  
Terkait dengan mediasi ini memang sangat di anjurkan dalam 
Islam sebagaimana agama yang mengajarkan teologi anti-kekerasan dan 
menyerukan kedamaian, yakni rahmatan li al-'alamin, atau kasih sayang 
bagi semesta alam. Malah di dalam al-Qur'an dijelaskan panduan praktis 
untuk mengelola perdamaian. Pertama, kita diperintahkan untuk saling 
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menjaga dan mempererat tali persaudaraan sebagaimana dalam al-Qur‟an 
Surah al-Hujurat ayat 10; 
 
 
Artinya:  Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu 
itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat 
rahmat.
112
 
 
Benang merah yang dapat tarik dari perintah ini adalah untuk 
mewujudkan perdamaian, semua orang harus merasa bersaudara. Jika 
pasangan suami istri sudah terikat dalam tali persaudaraan dalam Islam, 
maka tatanan hidup damai pasti akan terwujud. Selanjutnya keduanbya 
dilarang untuk mencela, mengolok-olok dan merendahkan satu dengan 
lainnya, sebagaimana dalam al-Qur‟an Surah al-Hujurat ayat 11; 
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang 
laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang 
ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula 
sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh 
Jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka 
mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran 
yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah 
(panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang 
tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang 
zalim.
113
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Perbuatan mencela, mengolok-olok dan merendahkan satu dengan 
lainnya dapat  menimbulkan konflik di antara kedua suami-istri. Hal ini 
sebagaimana ditegaskan dalam  kandungan ayat-ayat al-Qur'an bahwa 
manusia hendaknya tidak merendahkan sesama manusia. Karena setiap 
manusia di bumi ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. 
Perbedaan itu seharusnya disadari agar tidak menimbulkan kekerasan, 
konflik, permusuhan, dan sebagainya, yang dapat merusak kedamaian 
dan perdamaian kehidupan rumah tangga. 
Istilah mediasi dalam Islam sudah dikenal dari zaman Nabi Saw 
yang disebut dengan Sulhu yang berarti memutus perselisihan. 
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selanjutnya secara luas Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa sulhu 
merupakan suatu bentuk akad untuk nengakhiri perselisihan antara dua 
orang yang berlawanan. Masing-masing pihak pelaku akad dinamakan 
musalih, persoalan perselisihan dinamakan musalah 'anhu, dan hal yang 
diberlakukan dalam solusi perselisihan itu dinamakan musalah 'alaihi.
115
 
Tentang dasar hukum sulhu ini terdapat dapat dipahami di dalam al-
Qur'an, yaitu Surat al-Hujurat ayat 9, juga hadis Nabi yang diriwayatkan 
oleh Abu Dawud yang berbunyi: 
 ُخْه ُّصَنا بَج   ِسئ  َ ٍْ ٍَـث  َ ٍْ ٍ ًِ ِهْط ًُ ْنا ِلاا بًذْهُص  َو هرَد  ًللاَد  ْٔ َا  همََدا بًياَرَد 
Artinya: Perjanjian damai antara orang-orang muslim itu 
diperbolehkan, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram 
dan mengharamkan yang halal. (HR Abu Dawud).
116
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Tentang anjuran perdamaian ini juga pernah disampaikan oleh 
khalifah Umar R.A. yang menyuruh untuk menolak permusuhan dengan 
perdamaian dikarenakan pemutusan perkara melalui pengadilan hanya 
akan menimbulkan kedengkian.
117
 Dari uraian diatas dapat dipahami 
bahwa sulhu merupakan suatu bentuk upaya damai yang dilakukan oleh 
orang-orang yang bersengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan 
persyaratan adanya orang yang bersengketa dan sesuatu yang 
disengketakan. 
Selanjutnya keberhasilan mediasi juga didukung oleh lingkungan 
sosial, maksudnya setelah keinginan-keinginan dari pasangan untuk 
berdamai sudah ada diantara mereka, kemudian dukungan-dukungan dari 
keluarga, seperti orang tua, keluarga besar, teman-teman ataupun kerabat 
lainnya juga bisa memberi peran penting bagi pihak yang bersengketa 
(suami istri) sehingga mereka mendapatkan semangat dan dukungan agar 
klien bisa mengikuti mediasi sampai tuntas dan permasalahan yang ada 
di dalam rumah tangga mereka dapat terselesaikan dengan baik tanpa 
harus berlanjut ke Pengadilan Agama.  
Peningkatan kualitas mediator, dimaksudkan bahwa mediator 
yang santun, ramah, memahami karakter-karakter dari masing-masing 
klien dan mampu mengelola konflik serta tidak lepas dari keahlian dalam 
berkomunikasi sehingga diupayakan dapat membantu klien dan bisa 
mempermudah menemukan titik-titik permasalahan yang ada di dalam 
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rumah tangga dapat segera terbantu dan mediator bisa memberikan 
alternatif-alternatif solusi dengan tidak memihak salah satu diantara 
mereka, namun lebih pada bersifat netral yaitu bijak dalam memberikan 
suatu solusi. Karena kemampuan dari seorang mediator merupakan salah 
satu yang akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan mediasi. 
Peningkatan mutu dan kualitas mediator itu sendiri, walaupun peran 
mediator hanya sekedar fasilitator saja. Diharapkan mediator sudah 
bersertifikat, jadi ada standart dari mediator agar mediasi dilakukan 
secara serius, tepat, dan praktis. 
Dalam pelaksanaan dan kewenangan sang mediator, maka harus 
dituntut ketalentaan mediator memiliki kemampuan dalam perannya 
memediasi masalah mulai dari awal sampai akhir proses mediasi. 
Adapun kewenangan mediator adalah sebagai berikut: Mengontrol Proses 
dan Aturan Dasar, Mempertahankan Struktur Dan Momentum Dalam 
Negosiasi, Mengakhiri Proses Bila Mana Mediasi Tidak Produktif Lagi. 
Adapun yang dimaksud dengan mengontrol proses dan aturan 
dasar adalah mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal 
hingga akhir. Mediator memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu 
pihak melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah 
kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu 
menawarkan sejumlah solusi dan penyelesaian sengketa.
118
 Dalam hal ini 
mediator harus cermat mengawasi langkah kegiatan para pihak, dan 
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berusaha maksimal menegakkan aturan mediasi yang telah disepakati 
bersama. 
Maksdud mempertahankan struktur dan momentum dalam 
negosiasi adalah mediator berwenang menjaga dan mempertahankan 
struktur dan momentum dalam negosiasi. Karena pada dasarnya, berhasil 
atau tidaknya suatu sengketa yang diselesaikan melalui negosiasi sangat 
dipengaruhi oleh ketepatan memilih teknik negosiasi dan pemahaman 
terhadap prinsipprinsip umum negosiasi, serta langkah-langkah yang 
harus dilakukan untuk setiap tahap negosiasi.
119
 Dalam hal ini mediator 
harus mampu menjaga dan mempertahankan struktur negosiasi tersebut. 
Mediator selalu mendampingi para pihak, agar dalam pembicaraan dan 
negosiasi mereka tidak keluar dari struktur yang telah dibangun 
bersama.
120
 
Maksud dari mengakhiri proses bila mana mediasi tidak produktif 
lagi yaitu mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara 
waktu atau penghentian selamanya (mediasi gagal). Ada dua 
pertimbangan penghentian mediasi yang dilakukan oleh mediator. 
Pertama, ia menghentikan proses mediasi sementara waktu, guna 
memberikan kesempatan kepada para pihak memikirkan kembali tawar-
menawar kepentingan dalam penyelesaian sengketa. Kedua, mediator 
menghentikan proses mediasi dengan pertimbangan hampir dapat 
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dipastikan tidak ada cela yang mungkin dimasuki utuk diajak negosiasi 
dari kedua belah pihak.
121
 
Selain uraian di atas, mediator wajib mendorong para pihak untuk 
menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai 
pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
122
 
Selain perihal di atas, menurut peneliti keterbukaan klien sangat 
diperlukan, maksudnya Klien mau terbuka kepada mediator untuk 
menceritakan yang sebenar-benarnya tentang permasalahan-
permasalahan yang ada di rumah tangga mereka, yaitu dari pihak suami 
maupun pihak istri. Karena dengan keterbukaan klien dalam 
memberitahu atau menceritakan masalah mereka, ini merupakan 
pendukung dari tingkat keberhasilan mediasi tersebut serta 
mempermudah berjalannya proses mediasi dengan baik. Setelah klien 
menceritakan semua yang menjadi penyebab munculnya permasalahan di 
dalam rumah tangga mereka, dengan hal itu masing-masing klien bisa 
saling lebih memahami tentang pasangan masing-masing. Dari yang 
tadinya salah paham dan berlanjut dengan pertengkaran-pertengkaran 
perbedaan pendapat, minimal setelah mediasi mereka dapat memahami 
pasangan masing-masing dan jika di dalam rumah tangga mereka terjadi 
konflik kembali, bisa segera teratasi tanpa harus adanya keinginan 
ataupun keputusan untuk bercerai.
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Selain bahasan mediasi yang berhasil, maka menurut  Peneliti,  
faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi perlu disampaikan  antara 
lain sebagai berikut : 
1. Tidak ingin masalah diketahui orang lain, yaitu salah satu pasangan 
tidak mau diajak untuk mengikuti kegiatan mediasi karena merasa 
malu jika permasalahan rumah tangganya diketahui oleh orang lain. 
Bisa jadi klien menganggapnya itu merupakan aib keluarga yang 
tidak pantas jika ada orang lain yang ikut campur.  
2. Ketidak perdulian masing-masing pihak (suami istri) , karena tidak 
ada kekompakan dalam melaksanakan mediasi, karena salah satu 
pasangan tidak perduli terhadap permasalahan yang ada di dalam 
rumah tangganya. Hal ini juga memiliki beberapa faktor yang 
menyebabkan tidak kompaknya dalam mediasi, seperti tidak ada 
upaya bersama untuk menyelesaikan masalah, salah satu pasangan 
tidak mau menyediakan waktu untuk mengikuti mediasi, tidak 
adanya kesabaran dalam mengikuti mediasi karena dianggapnya 
hanya membuang waktu dan ingin cepat selesai, kalaupun harus 
bercerai tidak perlu melakukan mediasi.  
3. Masalah yang diadukan sudah terlalu berat, sehingga terkadang 
mediasi tidak berjalan dengan baik karena disaat klien mengadukan 
permasalahan rumah tangganya kepada Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan, masalah yang 
diadukan sudah terlalu berat ataupun lama di diamkan, berlarut-larut 
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sehingga mediator memiliki kesulitan dalam upaya pendamaian. 
Biasanya masalah yang sudah terlalu akut akan berakhir pada 
perceraian, karena mereka sudah terlalu lama menyimpan masalah, 
menahannya dan telah putus asa sehingga memiliki keinginan untuk 
bercerai.  
4. Faktor Psikologis, adanya trauma yang disebabkan karena pasangan 
pernah melakukan tindakan-tindakan yang membuat pasangannya 
tertekan, sedih ataupun sakit hati, misalnya kekerasan dalam rumah 
tangga, perselingkuhan, membuat pasangan tidak ingin menjalani 
kehidupan rumah tangganya kembali, yaitu bercerai.  
5. Faktor Biaya, dimana kekhawatiran tentang biaya juga bisa menjadi 
faktor penghambat dalam mediasi. Karena tidak semua klien 
memiliki tingkat ekonomi yang sama. Mereka ingin melaksanakan 
mediasi, namun mengingat keadaan ekonomi yang tidak 
memungkinkan, akhirnya mereka mengurungkan niat untuk 
melaksanakan mediasi. Hal ini disebabkan, tidak semua klien 
mengetahui dalam mengikuti mediasi tidak mengeluarkan biaya, 
yaitu gratis. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
1. Peran Kantor Urusan Agama  dan tokoh masyarakat dalam mencegah kasus 
perceraian di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan adalah sangat 
maksimal bahkan Kepala KUA dengan tokoh masyarakat bekerjasama saling 
bersinergi dalam upaya memediasikan masyarakat yang ingin bercerai agar 
kembali rukun dalam kehidupan rumah tangganya, pada tahun 2016 ada 5  
kasus pasangan suami istri yang berecana bercerai, 3 pasangan berhasil di 
damaikan dan 2 pasangan tidak berhasil di damaikan. 
2. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan adalah dilakukan secara bertahap, 
tahap awal mengumpulkan atau mengidentifikasi keluhan pemohon yang mau 
bercerai, selanjutnya mediator melaksanakan mediasi dengan memberi 
nasehat untuk mencari solusi damai dengan memberikan pemahaman kepada  
suami istri tentang hak dan kewajiban masing-masing, artinya mediasi dengan 
metode integrasi pihak KUA dan tokoh masyarakat ternyata berhasil 
meminimalisir perceraian di masyarakat. 
3. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara 
perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten 
Katingan, adalah adanya itikad baik pasangan suami istri, lingkungan sosial 
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yang mendukung, kepiawaian mediator membujuk, dan keterbukaan klien 
dalam metode integrasi akan melakukan perundingan suami-isteri yang usia 
bercerai. 
B. Saran  
1. Bagi Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama disarankan agar 
dapat memberikan pelatihan-pelatihan secara berkala untuk meningkatkan 
kualitas mediator agar dapat lebih maksimal lagi dalam mendamaikan kasus 
perceraian di masyarakat.  
2. Bagi Tokoh masyarakat, agar senantiasa bersinergi membantu Kepala KUA 
dalam memediasi setiap masyarakat yang ingin bercerai guna meminimalisir 
angka perceraian di masyarakat. 
3. Bagi masyarakat yang rumah tangganya tidak harmonis, agar tidak langsung 
mengambil jalan pintas untuk bercerai, melainkan menghidupkan nilai-nilai 
musyawarah melalui mediasi yang telah dibangun oleh KUA Kamipang dan 
tokoh masyrakatnya dalam upaya mencegah terjadinya perceraian. 
4. Bagi petugas KUA lain, agar dapat memberlakukan metode integrasi dengan 
tokoh masyarakat dalam mengatasi masalah ketidakharmonisan rumah tangga 
yang mengarah pada perceraian. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
A. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat dalam mencegah kasus 
perceraian di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan 
1. Bagaimana asal-usul KUA dan tokoh masyarakat bekerja sama dalam memediasi 
kasus perceraian di Kamipang? 
2. Mengapa pihak KUA dan tokoh masyarakat harus berintergrasi dalam memediasi 
kasus perceraian yang diajukan ke KUA Kecamatan Kamipang? 
3. Siapa saja para tokoh masyarakat Kecamatan Kamipang yang terlibat sebagai 
mediator perceraiaan di KUA? 
4. Bagaimana peran masing-masing tokoh masyarakat Kamipang berintegrasi dengan 
dengan KUA dalam memediasi kasus perceraian 
B. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Kamipang Kabupaten Katingan 
1. Kapan waktu yang disediakan oleh pihak KUA Kamipang dalam melaksanakan 
mediasi pasangan suami isteri yang akan bercerai 
2. Apakah para tokoh masyarakat yang terintegrasi dalam pelaksanaan mediasi di KUA 
kami semuanya hadir pada saat mediasi? 
3. Bagaimana teknik pelaksanaan mediasi perkara perceraian di KUA Kamipang? 
4. Adakah bapak memberikan kesempatan untuk mereka musyawarah berdua tanpa 
didampingi mediator? 
5. Jika terjadi kebuntuan dalam musyawarah dan juga dalam mediasi, keduanya saling 
menyalahkan, bagaimana langkah-langkah mediator mencari solusi agar suami-siteri 
bisa bersatu lagi dalam rumah tangga yang harmonis? 
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C. faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian  di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan 
1. Selama Tahun 2016, berapa kasus perceraian yang di mediasi di KUA Kamipang? 
2. Dari jumlah kasus rencana perceraian yang masuk pada Tahun 2016, berapa orang 
berhasil dimediasi? 
3. Apa yang menyebabkan faktor keberhasilan mediasi perceraian di KUA Kamipang? 
4. Apa yang menyebabkan faktor ketidak keberhasilan mediasi perceraian di KUA 
Kamipang? 
 
 
 
